(@l

14/41115.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


LENOVO
Stamp


14/41115.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41115.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


http:Salomo,M.Soc.Sc

14/41115.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41115.pdf

ABSTRAK

Studi Evaluasi Kinerje Panitia Pengawas Terkadap Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikoia Bau-Ban

Djahar
Universitas Terbuka
djahar@yahoo.com

Kata Kunci: Pilkada, Panwas, demokrasi, pengawasan, evaluasi kinerja, karakteristik
organisasi, kondisi lingkungan, karakteristik sumber daya manusia,
gaya manajemen.

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksansan PILKADA untuk semakin baik
berdasarkan peraturan perundang-usndangan yang berlaku semakin meningkat mau
tidak mau akan berdampak kepada tuntutan institusional sebagai penyelenggaraan
PILKADA. Tuntutan terﬁdsp kinerja PANWAS menjadi persoalan yang semakin
komplek dan dinamik mengingat penyelenggaraan PILKADA hampir setiap daerah
dan selslu membutukan PANWAS sebagai alat kodtiolVdalam pelaksanaan
PILKADA. Oleh karenanya rumusan masalah dalam pénelitisn ini difokuskan pada
1)Bagaimana kinerja Panwas dalam penyelenggarssn Pilkada Kota Bau-Bsu tahun
2007, 2). Apakah faktor-faktor yung mempengaruhi kinerja Panwas dalam
penyelenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007.

Pendekatan yang dipakai dalam pénelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
yaita untuk mengetahui bagaimana kinerja\Panwas, dan mengetahui apakah faktor-
faktor yang mempengarvhi kinerja Panwas dalam Pilkeda Kota Bau-Bau tahun 2007,
Populasi penelitian adalah selurult 2nggota Panwas Pilkada Kota Bau-Bau tatwn 2007
sebanyak 64 orang. Penelitian/ini tidek menggunakan sampel tetapi meneliti populasi
secara langsung. Instrumen pedelitian terdiri dari kvesioner dan pedoman wawancara.
Analisizs data menggunskan, gabungan teknik analisis data model interaktif, dan
analisis kuantitatif dengan prosedur regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Panrwas tidak menerapkan norma.
norma teknis pengawasan schingga Panwas tidak ssatwpu mendeteksi pelanggaran
dan penyimpangan yang terjadi selama tahapan Pilkada. Kinerja Panwas dipengaruhi
secars simultan oleh faktor karakteristik organisasi, kondisi lingkungan, karakteristik
sumber daya manusia, dan gaya manajemen. Korelasi antara keempat faktor tersebut
dengan kinerja Panwas Pilkada adalah positif dan sangat kuat yang ditunjukkan
dengan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,82 1. Nanwun demikian secara parsial dari
ke~4 faktor tersebut hanya 3 faktor yang berpengaruh signifikan, yaitu karakteristik
organisasi, karakteristik lingkungan, dan karakteristik sumber daya manusia. Dari ke-

3 faktor yang berpengaruh secara parsial tersebut, yang paling penting adalsh
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karakteristik sumber daya manusia. Dari hasil penelitian ini nampak adanya
kelemahan serius berkensan dengan karskteristik organisasi Panwas yaitu tidak
adanyn standsrisasi perilaku yang berkaitan dengan substansi tugas Panwas, dan
kondisi lingkungan yang kurang mendukung yaita kondisi ckonomi yang ditandai
dengan meluasnys kemiskinan, dan kondisi sosial budaya yakni toleransi yang tinggi
terhadap pelanggaran dan penyimpangan Pilkada.

Sebagai kesimpulan, membuktikan bahwa kinerja PANWAS delam PILKADA
Kota Bau-Ban Tahun 2007 temyata terdapat kinerja PANWAS yang kurang baik,
Untuk ity disarankan dilakukan ; (a) Perlu memperkuat ekstensi Panwas sebagai
instrumen organisasional untuk menjamin keberhasilan Pilkada, yang demokrasi, (b)
nilgi-nilai sosial budaya lokal (c) perfu memperketat persyaratan kualitas SDM bagi
anggota Panwas.
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ABSTRACTION
Study Evaluate The Performance of Supervisor Committee To Election
Mayor And Acting Mayor Aroma

Djahar
Open University
djahar@yvahoo.com

Keyword: Pilkaa, Panwas, democratize the, observation, evaluate the performance,
organizational characteristic, environmental condition, human resource chmaic
management style

Society demand to execution PILKADA good progressively pursuant to
regulation perundang-uandangan going into effect progressively mount will do not
want to will affect to institutional demand as management PILKADA. Demand to
performance PANWAS become the problem which progressively komplek and
dinamik remember the management PILKADA almost each;every srea and always
membutukan PANWAS as a means of control in execution PILKADA. For the reason
internal issue formula this research is focussed at : 1)How the performance Panwss in
management of Pilkada of Town of year 2007, 2xWhat factors influencing
performance Panwas in management of Pilkada of Téwn of year 2007,

Approach weared in this research is quantitative approach that is to know how
performance Panwas, and know whether/what factors influencing performance
Panwas in Pilkada of Town of year Arosia 2007, Research population is member of
Panwas Pilkada of Town of year 2007 as mirch 64 people. This research not use the
sampel of but checking population directly. Research instrument consisted by the
kuesioner and guidance intervievé the Data analysis use the technique merger analyse
the data model the interakiif, -and ‘quentitative snalysis with the doubled linear

Result of research indicsie that the performance Panwas not apply the technical norm
of observation so that. Panwss unable to detect the collision and deviation that
WMMMMMPMMWMMW
chwac@sﬁc,mémg&m&ﬁstyie.%elﬁmaf between fourth of the factor
with the performance of Panrwas Pilkada is positive and very strong posed at with the
value R ( correlation coefficient) equal to 0,821. But that way by parsial from fourth
the factor only 3 factor having an effect on signifikan, that is organizational
characteristic, environmental characteristic, and human resource characteristic. From
third factor having an effect on by parsial the, most importantly. human resource
characteristic. From this research result look the existence of serious weakness with
reference to organizational characteristic of Panwas that is behavioral inexistence
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standarisasi related to substansi of duty Panwas, and environment condition which
less support that is economics condition marked with the wide-speading of poomess,
and cultural social condition namely high tolerance to collision and deviation Pilkada.
human resource. From thind factor having an effect on by parsial the, most
importantly.

As conclusion, proving that performance PANWAS in PILKADA of Town of Year
2007 in the reality there are unfavourable performance PANWAS, [Is] for that
suggested to be conducted ; ( a) Require to strengthen the ekstensi Panwas as
instrument organisasional to guarantee the efficacy Pilkada, what democratize, ( b)
require to comprehend by koperatif in ranning duty and require to rely on the social
values of local culture ( c) need the memperketat of conditions of quality SDM for
member Panwas
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A, Kajian Teori

1. Koasep Evaluasi Kinerja

Konsep evaliudsi kinerja mengandung katd evaluasi dan kifefja. Konsep ini
sangat sering digunakan dalam bidang administrasi publik namun sangat jarang
didefinisikan. Berikut dikemukakan beberapa pendapet tentang esensi dari kedua
konsep tersebut. Kiefer (2008:8) mengemukakan evaluasi adalah prosed pengujian
atas suatu subyek dan menyusunnya ke dalam suatu tingkatan berdasarkan segi-segi
kepentingannya. Bentuk kata kerjanya adalah mengevaluadi yang berarti menilai atau
menaksir. Pendapat di atas memandang evaluasi dari sigi proses. Dari sisi proses,
evaluasi mencakup pengujian sesuatu dan penyusunan menurut urutan kepentingan
dari sesuatu tersebut.

Pakar lain, Kraft & Furlong (2004:17) menyatskan bahwa evaluasi adalah
aktivitas analis yang mengguniakan scjumlah metode untuk mengidentifikasi arah dan
tujuan program, mengukurmys, mengumpulkan data tentang program yang dijalankan,
dan menarik sejumlah kesimpulan tentang tingkat keberhasilannya, Pendapat tersebut
memandang evaluasi dari segi keluaran (owtput) dan hasil (curcomes). Melalui
meiode evaluasi, analis dapat menarik sejumlah kesimpulan tentang tingkat
keberhasilan dari suatu aktivitas yang dijalankan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses
pengumpulan data dan informasi secara sistematis guna mengetahui tingkat kepatutan
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(kepantasan) dan keberartian dari sesuatu aktivitas maupun hasil dari aktivitas
tersebut. Aktivitas yang dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi
Panwas sebagai suatu organisasi/lembaga. Kinerja merupakan tema penting dalam
pembicaraan tentang organisasi non profit. Sedarmayanti (2007:87) mengemukakan
bahwa arah pembicaraan mengenai kinerja adalah memastikan bahwa karyawan
bekerja searash dengan tujuan organisasi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa di
dalam konsep kinerja terkandung adanya kepastian mengenai dua hal, yaitu: tujuan
organisasional, dan kesesuaian arah kerja karyawan ‘dengan tujuan organisasional
tersebut.

Westra dkk. (1982:245) mengemukakan bahwa dalam pembicaraan sehari-hari
istilah kinerja digunakan sebagai terjemahan dari kata Inggris performance. Kata
performance ini menurut Sedarmayanti {2007:259) berasai ‘dari akar kata to perform
yang mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut.

mn Melakukan, menjalankan,/melaksanakan;

2) Memenuhi atau menjalankan kéwajiban;

3 Menggambarkan suatu-karakter dalam suatu permainan;

()] Melaksanakan atat mienyempurnakan tanggung jawab;

5) Melakukan suatu/kegiatan dalam suatu permainan;

(6) Memainkan pertusijukan;

)] Melakukan, sesuatu yang diharapkan oleh seseorang

Bacal (2002:75) ‘mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian ini tercakup:

(1) kemampuan menyelesaikan pckerjaan pada waktunya;

(2) menunjukkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam

pekerjaannya;

(3) menunjukkan inisiatif;
(4) memenuhi atau melampaui target kuantitatif yang telah ditentukan.
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Pendapat di atas menckankan pada seberspa jauh tujuan dan sasaran dapat
dicapai secara kuantitatif. Dengan demikian semakin target kuantitatif terpenuhi atan
terlampaui, semakin tinggi kinerja seseorang atau suatu institusi, Hal ini tentu
menuntut kemampuan untuk mengkuantifikesi tujuan dan sasaran organisasi agar
dapat dijadikan sebagai tolok ukur di dalam mengukur kinerja.

Maier dalam Andraeni (2003:36) memberikan batasan pengertian kinerja
sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pendapat ini
mirip dengan pendapat Rue dan Byars dalam Rosida (2003:7) yang mengemukakan
bahwa kinerja adalah derajat pencapaian hasil.

Kedua pendapat terscbut pada prinsipnya sejalan dengan_pendapat Bacal
(2002:75) di atas. Penekanannya adalah pada relativitas aniara hasil kerja dengan
target vang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan/demikian, seseorang atau suatu
organisasi dikatakan berkinerja tinggi kalau hasil'’kerjanya mencapai atau melampaui
target. Berbeda dengan ketiga pendapat diatas, Mondy dan Noe dalam Sedarmayanti
{2007:261) mengemukakan bahwa. kiterja merupakan perpaduan dari hasil kerja dan
kompetensi. Hasil kerja mesurnjuk pada apa yang harus dicapai oleh seseorang,
sedangkan kompetensi menunjuk pada bagaimana sescorang mencapainya. Pendapat
tersebui memasukkan, unsur kompetensi ke dalam pengertian kinerja. Kompetensi
dalam pengertian ini menunjuk pada bagaimana seseorang mencapai hasil kerja
tertentu. Dengan demikian seseorang yang berkinerje tinggi adalah yang melakukan
apa yang ditetapkan untuk dilakukan, dan melakukannya dengan cara yang benar,

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat
pencapalean target organisasional dengan menggunakan cara pelaksanaan yang benar,
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Organisasi yang berkinerja tinggi adalah yang dapat memenuhi atan melampaui target
pekerjaan yang telah ditetapkan, sedangkan pelaksanaannya menggunakan care-cara
yang benar. Evaluasi kinerja merupakan kegistan manajemen yang sangat erat
kaitannya dengan kelangsungan organisasi (Jackson dalam Rosida, 2003:9), Evaluasi
kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seorang manajer atau
pimpinan (Thoyib, 1998:21). Pendapat di atas menekankan pada peran pimpinan atau
manajer sebagai evaluator kinerja organisasi. Evaluasi kinerja diperlukan untuk
menjamin kelangsungan hidup organisasi.

Mardissmo (2005:121) mengemukakan bahws evaluasi kineria mierupakan
konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Evaluasi
kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas orgapisast dan manajer dalam
menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. ‘Pendapat iersebut di atas
menekankan peran pihak eksternal organisssi” sebagai evaluator. Di dalam tats
pemerintahan yang baik, pihak eksternal yeng harus akiif mengevaluasi kinerja
organisasi maupun kinerja pimpinan-Grgenisasi.

Osborne & Gaebler {2000:13) mengemukakan bahwa evaluasi atau penilaian
kinerja merupakan kunci penting menuju perbaikan dan kemajuan baik bagi suatu
lembaga maupun individu. Hanya dengan penilaian kinerja, suatu lembaga atan
individu dapat mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam mencapai tujuan, atau
tidak. Jadi, melakukan penilaian kinerja itu sendiri merupakan arena belajar yang
sangat efoktif bagi individu dan organisasi. Pendapat tersebut menekankan
pentingnya evaluasi kinerja sebagai arena pembelajaran. Dengan mengevaluasi
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kinerja, berbagal pihak di dalam organisasi dapat memperoleh pengalaman penting
yang dapat dijadikan sebagai penuntun ke arah kemajuan atau perbaikan.

Definisi evalunsi kinerja menurut Schmieg (2009:2) adalah suaty metode dan
proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-
unit kerja dalam satu perusahaan atan organisasi sesuai dengan standar kinerja atau
tujuan yang ditetapkan lebih dahulu, Pendapat di atas menekankan pada proses dan
cara atau metode penilaian. Di dalam proses tersebut, evaluator menentukan apakah
pelaksanaan tugas seseorang, kelompok, atau suatu unit kegja telah sesuai dengan
tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, tujuan menjadi standar.dari penilaian
terhadap tingkatan kinerja.

Menurut Nawawi (2003:395) evaluasi kinerja  atad “penilaian pelaksanaan
pekerjaan meliputi:

(1) usaha mengidentifikasi, mengukur  atau menilai dan mengelola

pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai/karyawan.
{2) usaha mengidentifikasi dan’menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan

yang berpengaruh kepada ‘kesuksesan organisasi pon profit dalam
meticapai tujuannya.

(3) kegiatan mengukur/meniiai untuk menetapkan apakah seorang pegawai/
karyawan sukses‘atay gagal dalam melaksanakan pekerjaannya dengan
mempergunakan staixiar pekerjaan sebagai tolok ukumya.

Pendapat di .afas—menekankan pada arti penting evaluasi kinerja. Dengan
mengevaluasi kineja kita dapat mengetahui bidang-bidang atau unsur-unsur kekuatan
dan juga kelemahan yang kita miliki. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat
Poage (2009:2) yang mengemukakan bahwa evaluasi kinerja memberikan peluang
untuk menyoroti kekuatan sambil mengindentifikasi bidang-bidang yang memeriukan

perbaikan, Amstrong (1998:194) menyatakan bahwa evaluasi kinerja atau penilaian
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kinerja bukaniah kegiatan kontrol atau pengawassn, dan bukan pula mencari-cari
kesalahan untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman. Kegistannya difokuskan pada
usaha mengungkapkan kekurangan dalam bekerja untuk diperbaiki dan kelebihan
bekerja untuk dikembangkan, agar setiap pegawai/karyawan mengetahui tingkat
efisiensi dan efektivitas kontribusinya dalam melaksanakan pekerjaannya guna
mencapai tujuan organisasi non profit yang mempekerjakannya.

Pendapat di atas menekankan pada fokus dan tujuan evaluasi kinerja. Fokus
evaluasi kinerja adalah kekurangan kelebihan dalam pelaksanaan kerja. Kekurangan
perlu dikenali agar dapat diperbaiki, sedangkan kelebihan perlu dikenali sgar dapat
terus dikembangkan. Tujuannya adalah menyadarkan karyawan tentang seberapa
banyak mereks berkontribusi terhadap pencapaian tujuan‘organisasi. Dalam pendapat
ini sekaligus tercermin arti penting karyawan bagi pencapaian tujusn organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disiipuilkan bahwa evaluasi kinerja adalah
usaha sistematis untuk mengungkapkah kekutangan-kekurangan dan keunggulan-
keunggulan dalam cara pelaksanaan“dan hasil kerja karyawan atau unit organisasi.
Sesuai batasan tersebut, mengevaluasi kinerja tidak hanya ditujukan untuk
mengetahui derajat pencapairn target, tetapi sekaligus mengetahui kekurangan dan
kelebihan dalam cara pelaksanaannya.

2. Kinerja Individu dan Kinerja Organisasi

Beberapa pendapat yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa evaluasi

kinerja dapat dilakukan terhadap pelaksanaan tugas karyawan, kelompok, unit di
dalam organisasi, maupun organisasi secara keseluruhan. Namun demikian, secara
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umum telash mengenai kinetja dibedaken ke dalam dua tingkatan pengukuran, yaitu:
(1) kinerja lembaga atau institusi, dan {2) kinerja perorangan atau personal {Haryono,
2004:5). Lebih lanjut Haryono {2004:5) menjelaskan sebagai berikut.

“Kinerja institusi/lembaga mencerminkan tingkat pencapaian program dan
kegiatan tahunan yang dibebankan kepada masing-masing unit organisasi sesuai
dengan prinsip pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab. Sedangkan
kinerja pribadi mencerminkan hasil dari aktivitas atau kegiatan perorangan,
yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang (pejabat/pegawai)
dalam merealisasikan wewenang, tugas dan tanggung jawab pada tuges pokok
dan fungsinya”.

Pendapat di atas menunjukkan adanya 2 tingkatan analisis mengenal kinetja,
yaitu organisasi dan individu. Namun demikian, kedua tingkatan, ini tidak dapat
dipisahkan secara mutlak karena pada hakekatnya unit-unit-di dalem organisasi tidak
melaksanakan pekerjaan, yang melaksanakan pekeijaan, adalah individu. Tugas
individu itu sendiri pada hakekatnya dijabarkan dari tugas pokok organisasi.

Margaretha & Saragih (2008:2-3) meogemukakan bahwa yang membuat
organisasi dapat mencapai kinerje~yang diharapkan serta memiliki keunggulan
kompetitif adalah ketika orang di\daiamnya melakukan apa yang terbaik dari mereka,
apa yang mereka senangi serta kuainya faktor kepemilikan secara psikologis dalam
melaksanskan dan “miemberi hasil pada pekerjaan mereka. Pendapat tersebut
menekankan pada sinergi dari seluruh komponen organisasi agar dapat menghasilkan
kinerja yang optimal. Sinergi yang dimaksudkan adalah sinergi dari keseluruhan
sumber daya organisasi, bukan saja anggota organisasi sebagai sumber daya manusia
tetapt juga unsur-unsur non manusia di dalam organisasi. Unsur manusia di dalam

organisasi dapat saja memiliki tingkat kooperatif yang tinggi, tetapi tanpa dukungan
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sumber daya lainnya maka potensi kooperatif tersebut tidak akan menghasilkan
kinerja yang optimal,

Kine;ja organisasi mempunyai keterkaitan yang sanget erat dengan kinerja
individu. Gibson (1996:70) menyatakan bahwa kinezja individu merupakan dasar dari
kinerja organisasi, Haryono (2004:5) mengemukakan bahwa kinerja perorangan yang
baik merupakan basis dari kinerja institusi/lembaga. Kinerja institusi/lembaga tidak
pemnah akan terwujud, tergambarkan atau terealisir tanpa melihat terselenggaranya
kinerja tingkah Iaku baik seseorang sccara nyata dan konsisten. Suatn
kegiatan/program dari setiap unit organisasi tidak akan akuntabel bila personal yang
melakukan kegiatan selalu berbuat menyimpang dari aturan-atusan.atag norma-norma
yang berlaku.

Kedua pendapat tersebut menunjukkan adanya keierkaitan fungsional antara
kinerja individu dengan kinerja organisasi. Tanpa'kinerja individu yang optimal, tidak
akan tercapai kinerja organisasi yang optimal. Kinerja Panwas Pilkada yang
dimaksudkan daiam penelitian ini.menunjuk pada kinerja organisasi. Kinerja Panwas
adalah tingkat pencapaian tujuen den iarget organisasional dengan menggunakan cara
pelaksanaan yang benar) Kinerja Panwas mencerminkan hasil dari kegiatan ketja
sama di antara anggota Panwas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasional

yang telah ditetapkan.

3. Tujuan dan Manfaat Evalnasi Kinerja Organisasi
Setinp aktivitas manajemen selalu mempunyai tujuan. Demikian juga dengan

evaluasi kinerja, pasti ada tujuannya. Tujuan evaluasi kinerja menurut Schmieg
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(2009:1) adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dan juga
untuk mengetahul posisi organisasi dan tingkat pencapaian saseran organisasi,
terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya
segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai. Sedangkan hasil evaluaéi
kinerja dapat dimanfaatken untuk banysk penggumaan, antara lain: peningkatan
kinerja karyawan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi,
program peningkatan produktivitas karyawan dan organisasi, program kepegawaian,
dan menghindari perlakuan diskriminasi.

Pendapat tersebut menekankan arti penting evaluasi kinerja_dalam ussha
pimpinan untuk memastikan posisi organisasi, tingkat pencapsian.sasaran organisasi,
dan Kketerlambatan atau penyimpangan. Sedangkan ‘manfestnya adalah untuk
melakukan perbaikan-perbaikan pada level individu anggota organisasi khususnya
karyawan. Dengan demikian perbaikan-perbaikan pada level individu karyawen
dianggap schagai penentu utama dari poSizi organisasi dan tingkat pencapaian sasaran
organisasi,

Bagi organisasi sektor(publik, pengukuran kinerja amat penting karena sektor
publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum (Penot, 2008:3). Pengukuran kinerja
organisasi publik mirtiak diperiukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor
publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik (Penot, 2008:3).
Manfaat pengukuran kinerje organisasi sekior publik adalah:

{1) memastiken pemahaman para pelaksana akan ukuren yang digunakan

untuk pencapaian ki@a; ) i
{Z2) memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati;
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(3) memantau den mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki
kinerja;

(4) memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi
pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran Kkinerja

yang telah disepakati;
(5) menjadi alst komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya

memperbaiki kinerja organisasi;

{6) mengidentifikasikan apaksh kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;

(7) membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;

{8) memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif:

(9) menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan;

(10) mengungkapkan penmasalahan yang terjadi

Pendapat di atas menunjukkan bahwa evaluasi kinerja organisasi(memberikan
manfaat tidak hanya untuk pihak intemnal organisasi, yaitu pimpinan dan karyawan,
tetapi juga bagi pihak eksternal organisasi yaimi\(pelanggan. Dengan
mengkomunikasikan hasil evaluasi kinerja kepada (pihak internal dan ecksternal
organisasi, maka pimpinan organisasi telah memberikan pemahaman kepada semus
pihak yang berkepentingan mengenai bagaimana proses internal organisasi itu
berlangsung, Evaluasi kinerja menjedi\ jendela melaloi mana semua pihak dapat
meneropong  proses  internall organisasi sehingga dapat menilai tingkat
akuntabilitasnya kepada publik:

Evaluasi atau penilaian kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat
untuk mewujudkan.cfisiensi manajemen dan peningkatan kinerja. Penilaian kinerja
menyediakan dasar bagi organisasi untuk menilai tentang:

aimana kemajuan atas sasaran yang telah ditetapkan;

2) awmbwtu dalam mengenali arca-arca kekuatan dan kelemahan;

(3) menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja;

(4) menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan orgenisasi;

(5} membantu dalam membuat keputusan-keputusen dengan langkah inisiatif;
nengutarnakan alokasi mMaym
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(7) meningkatkan produk-produk dan jasa-jass kepada pelanggan;

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja organisasi
publik dapat memberikan manfaat dalam banyak hal, mulai dari penilaian kemajuan,
identifikasi kekuatan dan kelemahan, sinkronisasi tindakan, pembuatan keputusan
organisasi, alokasi sumber daya organisasi, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan penjelasan di atas depat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja organisasi
publik, jika dilaksanakan dengan benar, akan memberikan banyak manfaat baik untuk
anggota organisasi, pimpinan organisasi, maupun lingkungan organisasi:-Evaluasi
kinerja juga dapat meningkatkan responsivitas organisasi dan kemampuan adaptasi
terhadap perubshan lingkungan eksternal. Evaluasi kinerjs orgunisasi publik akan
menghasilkan rekomendasi penting mengenai aspek-aspék kelemahan, fakior
penyebabnya, dan cara pemecahannya. Di-sisi lain evaluasi kinerja akan
menghasilkan rekomendasi penting mengenai pengalokasian kekuatan-kekuatan
organisasi schingga dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.

4. Iadikstor Kinerjs Orgnnisasi Publik

Untuk menilai kinetja organisasi tentu saja diperlukan indikator-indikator atau
kriteria-kriteria untuk mengukumya secara jelas, Tanpa indikator dan kriteria yung
jelas tidak akan ads arsh yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif
lebih efektif di antara aliernatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-
desain organisasi yang berbeda, dan di antara pilihan-pilihan pendistribusian tugas
dan wewenang yang berbeda. Permasalshannys adalah kriteria apa yang digunakan
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untuk menilai organisasi. Di sektor publik, penilaian tentang kinerja organisasi
dirasakan lebih sulit dibandingkan dengan di sekior privat. Hal ini disebabkan antara
lain karena kegiatan organisasi publik lebih banyak bersifat pelayanan jasa yang
inputnya dan outputnya sulit dihitung secara kuantitatif.

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi
publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995:1) bahwa kesulitan dalam pengukuran
kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi
organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat
multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebil banyak
dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari\ organisasi publik
seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan sdfu/dengan yang lainnya,
akibatnya ukuran kinerja organisasi publik di matd'para’stakeholders juga menjadi
berbeda-beda.

Organisasi publik adalah organisasi‘yang didirikan dengan tujuan memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Hal” ini” menyebabkan organisasi publik diukur
keberhasilannya melalui efektiviias' dan efisiensi dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Untuk itu organisasi publik harus menetapkan indikator-indikator
dan target pengukuran kinerja yang berorientasi kepada masyarakat (Ittner & Larcker,
1998:2).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik sulit dinilai
terutama karena substansi tugasnya adalah memberikan pelayanan jasa sedangkan
pihak-pihak yang dilayani memiliki preferensi yang berbeda-beda baik terhadap

mekanisme pelayanan maupun jasa yang disediakan. Perbedaan preferensi tersebut
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selanjutya mengakibatkan perbedaan kepuasan atas pelayanan. Dwiyanto dalam
Asropi (2007:3-4) mengemukakan bahwa ada beberapa indikator yang biasanya

digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik ymitu sebagai berikut.

(1) Produktivitas, yaitu rasio antara input dengan output.

(2) Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan
masyarekat, menyusun agenda pelayanan, dan menyusun program-
program pelayenan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspiresi
masyarakat.

(3) Responsibilitas, yaitu kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan
kebijakan organisasi, baik yang eksplisit mavpun implisit.

(4) Akuntabilitas, yaitu seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi
publik merepresentasikan kepentingan rakyat.

Kumorotomo dalam Asropi (2007:3-4) menggunakan beberapa kriteria untuk
dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelavandn publik, antara lain
sebagai berikut ini.

(1) Efisiensi, yaitu keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan
taba, memanfaatkan faktor-faktor proda¥si serta rasionalitas ekonomis.

(2) Efektivitas, yaitu apakah tujuan\dan didirikannya orgenisasi pelayanan
publik tersebut tercapai. Hal tersebut eret kaitannya dengan rasionalitas
teknis, nilai, misi, tnjuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan,

(3) Keadilan, yaitu kecukupan afau kepantasan distribusi dan alokasi layanan
yang diselenggarakan oleh” organisasi pelayanan publik. Isu-isu yang
menyangkut penderatasn pembangunan, layanan kepada kelompok
pinggiran dan sebagainya, akan mampu dijawab melalui kriteria ini.

(4) Daya tanggap. Betbeda dengan bisnis yang dileksanakan oleh perusahaan
swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap
negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu,
kriteria ‘organisasi tersebut secars kesclhuruhan harus dapat dipertanggung
jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap.

Kedua pendapat di atas memiliki kesamaan, meskipun dikatakan sebagai
indikator kinerja organisasi sektor publik, di dalamnya tercakup pertimbangan-
pertimbangan efisiensi dan produkiivitas yang lebih tepst ditujukan pada organisasi
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privat. Penckanan pada penciptaan laba, dan keekonomisan penggunaan faktor
produksi, lebih tepat ditujukan pada pengukuran kinerja organisasi sektor privat.

Saxena {1986:48) menjelaskan bahwa kegiatan organisasi pemerintah lebih
banysk bersifat pelayanan jasa atsupun kegiatan ketatausahaan yang inpuinys dan
outputnya sulit dihitung secara kuantitatif. Karena itu, indikator-indikator yang perlu
ditekankan adalah pelayanan yang lebih baik kepada para pemskai jasa sistem
pemerintshan. Ciri-ciri pelayanan yang lebih baik dapat dilihat dari sifatnya yang
responsif, kadar obyektivitas, dan kecepatan waktunya.

Kriteria yang dikemukakan Saxena (1986:48) lebih mencertninkan realitas
empirik tugas organisasi publik. Organisasi publik pada) umumnya bertugas
memberikan pelayanan, bukan menciptakan laba. Pemaksi jasa sistem pemerintahan
tidak dapat disamakan dengan pelanggan dalam organisési privat. Pemerintah waijib
memberikan pelayanan kepada setiap warga masyarskat, sedangkan organisasi privat
dapat saja menentukan secara selektil pelanggan mana yang harus ditinggalkan
karena tidak memberikan laba atau Kevntingan. Gaebler dan Osborne dalam Tarigan
(2000:6) menyatakan bahwi Orientasi penilaian kinerja pemerintahan hendaknya
mengikuti paradigma ‘mewirausahakan birokrasi yang mengutamakan pengukuran
kinerja pada hasil akhir atan tujuan serta visi organisasi, bukan pada kemampuan
mendanai inpwut dan menjalankan proses.

Pendapat tersebut di atas mengasumsikan rasionalitas para pelaku pemerintahan
sechingga yang ditekankan adalah hasil akhir. Para pelaku diposisikan sebagai
manusia yang memaksimumkan manfaat sehingga pilihan-pilihan yang ditetapkannya
dianggap sebagai alternatif terbaik. Pada saat ini nilai-nilai tersebut ditekankan untuk
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diakomodasikan dalam standar penilaian kinetja pemerintahan. Tentu saja penekanan
pada hasil akhir ini dapat mengarah pada usaha untuk menghalalkan segala cara yang
mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Berdasarkan penjelasan di atss dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja
organisasi publik yang menjalankan fungsi pelayanan jasa hendaknya berfokus pada
aspek-aspek non-finansial, antara lain efektivitas, responsivitas, responsibilitas, dan
akuntabilitas. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan evaluasi
kinerja organisasi Panwas Pilkada berfokus pada kriteria non-finansial tersebut
dengan melihat relevansinya terhadap tugas Panwaslu.

5.  Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organilk’manajernen. Kita mengenal
berbagai fungsi organik manajemen, antara Afin perencanean, pengorganisasian,
staffing, pengarahan, pengawasan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran (Gibson,
1996:35; Syafiic dkk, 1999:51).

Siagian {1996:135) mendefinisikan pengawasan sebagai proses pengamatan
daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan
sebelumnya. Pendapat tadi menunjukken bahwa pengawasan mempunyai pengertian
yang relatif sempit, yaitu pada pengsmatan atas jalannya kegiatan. Hasil dari
pengematen ini selanjuinya dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan,
schingga dapat diketahui ada-tidaknya kesesuaian antara keduanya. Namun, dalam
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definisi ini tidak terlihat jelas adanya langkeh tindak lanjut yang diperlukan jika
ternyata jalannya kegiatan tidak sesuai dengan rencana,

Stoner dkk. dalam Sule dan Saefullah (2005:317) menyatakan bahwa
pengawasan adalah proses untuk memastiksn bahwa segala kegiatan terlaksana sesuai
dengan apa yang telah direncanakan. Pendapat ini mirip dengan pendapst Siagian
{1996:135) yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya, dalam pendapat Stoner dkk.
tersirat adanya aktivitas manajerial untuk melakukan langkah-langkah tertentu. Di
dalam kata *memastikan” tersirat adanya tugas unfuk melakukan sesuatu agar supaya
jalannya Kegistan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak  sebatas
mengamati jalannya kegiatan,

Herujito (2001:242) menyatakan bahwa pengawasan adslah mengamati dan
mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pendapat
tersebut menunjukkan bahwa pengawasan ‘memiliki dua esensi pokok, yaitu
metakukan pengamatan, dan mengalokasiken  penyimpangan-penyimpangan yang
diperoleh dari hasil pengamatan tetsebut. Di sini pimpinan dituntut untuk lebih akiif
menemukenali apa yang teldh/menyimpang dan apa penyebabnya schingga dapat
diberikan altematif jalan keluarmys. Pendapat ini lebih luas dibandingkan dengan
beberapa pendapat yang telah disebutkan terdahulu,

Syamsuddin dalam Harsono (1998:87) mendefinisikan pengawasan sebagai
upaya merumuskan rencana ateu standar, mengidentifikasi kenyatasn, dan
membandingkan antara rencana atau standar tersebut dengan kenyataan. Hasil akhir
dari pengawasan adalah saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan

organisasi. Pendapat ini menunjukkan bahwa pengawasan mempunyai pengertian
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yang lebih luas, mulai dari perumusan standar, identifikasi kenyatasn,
membandingkan standar dengan kenyataan, dan memberikan rekomendasi kepada
pimpinan tertinggi organisasi. Dalam pendapat ini tersirat pula pengertian bahwa
yang melakukan pengawasan Emm pimpinan tertinggi organisasi tetapi ada unsur
lain yang secara khusus bertugas untuk melakukan pengawasan. Unsur pengawas ini
melakukan pengawasan, dan berdasarkan temuan-temuannya mereka memberikan
rekomendasi kepada pimpinan tertinggi organisasi untuk menentukan langkah tindak
lanjut. Jadi, unsur pengawes tidak sampai pada tahsp melakukan penyesuaian-
penyesuaian,

Berdasarkan penjelasan di aias dapat disimpulkan bshwa pengawasan adalah
langkah-langkah pokok yang ditempuh oleh petugas/pejabat vang berwenang, untuk
mengidentifikasi kenyataan pelaksanaan kegiatan/dan niembandingkannys dengan
standar yang telah ditentukan serta memberikan rékomendasi sekiranya terdapat
penyimpangan-penyimpangan. Dalam_ pengertian ini, pengawasan berakhir pada
pemberian saran atau rekomendasi.yang ditujukan kepada pimpinan organisasi.

6. Tujuan Pengawasan

Pengawasan ‘dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pengawasan
menurut Griffin dalam Sule dan Saeefullah (2005:318) adalah:

) adaptasi lingkungan;

2) meminimalkan kegagalan;

3) meminimumkan biayn;

) mengantisipasi kompleksitas dalam organisasi,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/43.115.pdf

Pendapat di atas menunjukken betapa luasnya tujuan pengawasan dalam
organisasi, Pengawasan bukan saja menjadi instrumen untuk mengefektifkan jalannya
kegiatan organisasi tetapi sekaligus menjadi instrumen bagi pembinaan dan
pengembangan organisasi ketika berhadapan dengan lingkungan yang kompleks.
Bochari (1995:5) menjelaskan bahwa pengawasan tidak ditujukan untuk mencari-cari
kesalahan atau siapa yang salsh, tetapi ditujukan untuk memahami apa yang salah
demi perbaikean di masa datang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam
rangka pelaksanaan dari suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang
maksimal.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama, pengawasan adalah
melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencapai hasil yang -maksimal. Pemshaman
terhadap apa yang salah dalam jalannya kegiatan dimaksudkan sebagai dasar untuk
mengalokasikan sumber-sumber dalam proses” perbaikan tersebut, bukan untuk
mencari-cari kesalahan atau siapa ydng selah. Hal ini sekaligus memberikan
gambaran positif tentang pengawasan karena pemahaman umum tentang pengawasan
seringkali berkonotasi negafif’di mana pengawas nampak sebagai momok yang
menakutkan bagi pihak yang diawasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa twjuan pengawasan
dalam organisasi adalah untuk memahami sifat dan sebab-sebab penyimpangan yang
terjadi selama berjalannya kegiatan organisasi. Pemahaman terhadap sifat dan sebab-
sebab penyimpangan ini akan menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan sehingga
kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
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7. Metode Peugawasan

Untuk melakuksn pengawasan secara efektif, diperlukan metode atau cara
pelaksanaan tertentu. Metode pengawasan berarti cara yang ditempuh aparat
pengawasan di dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan (Harsono,
1998:145-153). Langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan menurut
Sule dan Saefisllah (2005:317) sebagal berikut.

(D penetapan standar dan metode penilaian kinerja;

@) penilaian kinerja;

3) penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tldak,

@ pengambilan tindakan koreksi.

Pendapat tersebut menckankan pada pengawasan atas kegiatan tertentu yang
mempunyai standar kinerja yang dapat diukur. Dalam pengertian ini, pengawasan
diletakkan dalam konteks kegiatan organisasi secara menyeluruh, bukan hanya
aktivitas unsur pengawas. Penetapen standar kinerja dan pengambilan tindakan
koreksi sebenamya sudha berada di luar Konteks pengawasan. Cara pelaksanaan
pengawasan menurut Herujito (2001.242) adalah sebagai berikut.

(n mengawasi langsung di tempat;

@ melalui laporandisan;

3 melalui laporan tulisan;

4 melalui perijagaan khusus.

Pendapat di atas melibat cara pelaksanaan pengawasan berdasarkan kehadiran
pengawas di lokasi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pendapat di atas, pengawasan
dapat dijalankan dengan kontak langsung antara pihak pengawas dengan yang
diawasi, maupun secara tidak lengsung. Kontak langsung di sini misalnya pengawas
turun langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengawasan di tempat,
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atau melakukan penjagean khusus. Sedangkan kontak tidak langsung dimaksudkan
bahwa pihak pengawas tidak turun ke lokasi pelaksanaan kegiatan tetapi melakukan
pengawazan dengan cara meminta laporan secara lisan atsupun tertulis.

Cara pelaksanaan pengawasan menurut Westra dkk. (1991:72) adalah dimulai
dengan pemeriksaan, pengecekan, pencocokan, dan tindakan-tindakan semacam itu.
Pendapat di atas melihat cara pelaksanaan pengawasan dari segi kegiatan-kegiatan
fungsional yang dijalankan. Dalam hal ini pengawas melakukan pemeriksaan,
pengecekan, pencocokan, atau sejenisnya, sehubungan dengan jalannya kegiatan
organisasi. Cars yang dapat ditempuh aparat pengawasan menurut Harsono
(1998:248) adalah sebagai berikut.

(1) pemeriksaan;

(2) pengujian dan penilaian;

(3) pengusutan;

4) peninjauan;

{5 pengmam dan pemantauan;

(6) kunjungan staf;

(7) pembinaan;

(8) pengendalian;

{9) penertiban.

Pendapat di atas mencakup aspek-aspek yang iebih komprehensif dibandingkan
dengan yang telah dikemukakan sebelumnya. Kegiatan-kegiatan teknis yang tercakup
dalam pengawasan Inl memerlukan keaktifan dari pihak pengawas serta sinergi dari
semua pihak baik pengawas maupun yang diawasi.

Berdasarkan penjeiasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat
dilakukan dengan kehadiran pengawas di lokasi jalannya kegiatan maupun tanpa
kehadiran pengawas. Sedangkan kegiatan-kegiatan teknis yang periu dilakukan oleh

pengawas dalam melskukan pengawasan adalah pemeriksaan, pengujian dan
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penileian, pengusutan, peninjauan, pengamaian dan pemantauan, kunjungan staf,
pembinasan, pengendalian, dan penertiban. Pengawasan bukanlah fungsi manajemen
yang depat dijelankan dengan mudah. Osbome & Plastrik (2000:207) menyatakan
bahwe pengawasan haruslah memastikan bahwa anggota organisasi memiliki
akuntabilitas. Orang yang memiliki akuntabilitas akan memiliki komitmen schingga
tidek perlu disertai konirol hirarkis dalam organisasi. Mekanismenya adalah dengan
menjamin bahwa staf memahami apa yang harus dilakukannya, sehingga tidak
melempar tanggung jawab ke afas, ke bawsh, atau ke samping. Para pegawai harus
memahami misi organisasinya, sassran dan target kinerjanya agar mereka dapat
memutuskan cara merespons permintaan atan desakan dari-pelanggan, dan cara
mengorganisir agar semua bisa berjalan dengan baik.

Pengaruh pengawasan terhadap pencapaian/tujusii” organisasi sangat jelas.
Melalui pengawasan dapat diantisipasi adanyd )penyimpangan, penyalahgunaan,
kekurangan, kemubaziran, dan lain-lain ‘kendala sehingga apa yang direncanakan
dapat tercapai, dapat dideteksi dan-dicek apakah kegiatan yang sedang dan sudah
dilaksanakan telah mencapai basil sesuai yang direncanakan semua, atau sekurang-

kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan (Syafiie, 1999:82).

8. Hobangee Pengawasan, Pemilihan Umum, dan Demokrasi

Pemilu dan pengawasan merupakan konsep penting dalam sistem demokrasi.
Demokrasi secara harafiah merupakan sistem pemerintahan yang sangat membuka
pintu lebar-lebar kepada akuntabilitas publik. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata
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kunci tersendiri delam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi
saat ini disebui-sebut sebagei indikator perkembangan politik suatu negara.

Malsad (2007:1-2) mengemukakan bahwa kata demokrasi berasal dari dua kata,
yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintshan,
schingga dapat diartikan sebagai pemerintshan rakyat, atau yang lebih kita kenal
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Budiardjo (2002)
mengemukakan bahwa tidak ada satu definisi baku mengenai demokrasi. Di Barat
definisi mencakup terselenggaranya pemilihan umum di mana calon decision makers
bersaing secara berkala untuk meraih kekuasaan, dalam suasane menghormati
kebebasan-kebebasan sipil dan perlindungan kelompok-kelompok minoritas. Secara
praktis demokrasi mencakup konsep-konsep seperti ‘akuntabilitas, persaingan,
partisipasi, dan perlindungan HAM.

Amal (2009:1) mengemukakan bahwa definisi’ demokrasi bisa berbeda-beda
dari atas budaya ke budaya lain, dari sain negara ke negara lain, namun beberapa
pakar mengidentifikasikan tiga elemen pokok demokrasi. Pertama, adanya kompetisi
dan pemilihan yang fair atds/jabatan publik dan dilakukan secara teraiur tanpa
penggunaan kekerasan. dan tanpa mengesampingkan satu pun kelompok masyarakat
{minoritas). Kedua, ‘warga berpartisipasi dalam menyeleksi pemimpin mereka dan
dalam merumuskan kebijaksansan (policies). Ketiga, adanys kebebasan sipil dan
politik dalam melakukan persaingan politik dan dalam berpartisipas,

Pengawasan merupakan konsep penting dalam sistem pemilihan umum maupun
dalam sistemm demokrasi. Rauf (2009:1) mengemukakan bahwa salah satu tesis
demokrasi ‘adalah bahwa bila seorang pejabat atau lembaga tidak diawasi, dapat
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dipastikan pejabat atau lembaga tersebut, cepat atau lambat, akan melakukan
penyelewengan kekuasaan. Karena itu, demokrasi juga dapat dianggap sebagai
mekanisme pengawasan terhadap setiap pejabat dan lembaga politik/pemerinish,
sehingga penyelewengan dapat dicegsh dan dijatuhi sanksi. Konsep check and
balances (pengawasan dan kescimbangan) memainkan peranan penting dalam
demokrasi. Demokrasi, melalui berbagai peraturan perundangan, memaksakan
adanya pengawasan terhadap semua pejabat dan lembaga, tidak hanya sekedar untuk
berdemokrasi, tetapi untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang memberi
manfaat bagi rekyat. Dalam konteks ini terlihat bahwa demokrasi adalsh sebush
sistem yang ingin mengendalikan sifat-sifst dan naluri manusia schingga para
penyelenggara negara dapat dicegah memenuhi kepentingan pribadi mercka sendiri
dalam menjalankan kewenangan yang diberikan negar.

Pendepat di atas melihat pengawasan sebagsi instrumen untuk mencegah
terjadinya penyelewengan kekuasaan. ‘Bila ‘scorang pejabat atan lembaga tidak
diawasi, dapat dipastikan pejabat.atau lembaga tersebut, cepat atau lambat, akan
melakukan penyelewengan &ekuasaan. Kleden (2009:1) mengemukakan bahwa
demokrasi adalah sistem politik yang sudah dipastikan untuk dianut Indonesia sejak
awal kemerdekaannya. ‘Meskipun demikian, jelas pula bahwa sistem pemerintahan
tersebut tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi selalu harus dipertahankan dan
diperjuangkan kembali dari waktu ke wakiu, Perjuangan uniuk itu meliputi
sekurangnya dus hal utama, yaitu membangun dan memperkuat lembaga-lembaga
politk yang mendukung demckrasi dan menerapkan tingkah lakm politik yang
mengejawantahkan nilai-nilai dan budaya demokrasi dalam praktik sehari-hari.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14441115 pdf

Dalam rangka penguatan lembaga politik tersebut, pengecekan dan pengawasan
praktik demokrasi di Indonesia perlu lebih dipusatkan pada penggunaan kekuasaan,
tidak lagi pada perebutan kekuassan saja. Hampir semua pariai punys cukup
keterampilan politik untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, tetapi
sedikit yang menyadari pentingnya penggunaan kekuasaan dan tahu
memanthatkannya.

Pendapat tersebut menempatkan pengawasan sebagal instrumen untuk
menjamin agar pemegang kekuasaan menyadari bahwa kekuasaan yang dimilikinya
digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi sebesar-besamya
kepentingan rakyat. Shofan (2009:1) mengemukakan bahwa demokrasi memeriukan
ideologi terbuka, yaitu ideclogi yang membuka lebar pinitu bagi adanya perubahan
dan perkembangan, melalui eksperimentasi /bersama, Karena itu Ffaktor
cksperimentasi, dengan coba dan salah, trial ard error adalah bagian integral dari
gagasan demokrasi. Suatu sistern discbut demokratis jika ia membuka kemungkinan
eksperimentasi  terus-menerus, ~gdalary” format  dinamika pengawasan dan
pengimbangan (check and Ualarce) oleh masyarskat itu sendiri. Mengapa
pengawasan, karena, sebagal ideologi terbuka, demokrasi adalah sistem yang terbuka
untuk semua pemeran serta (partisipan}, dan tidak dibenarkan untuk diserahkan
kepada keinginan pribadi. Dan mengapa pengimbangan, karena sistem masyarakat
dapat dikatakan sebagai demokratis hanya jika terbuka kesempatan bapi setiap
kelompok dalam masyarskat untuk berpartisipasi, apa pun dan bagaimanapun
caranya, dan tidak boleh dibiarken adanya unsur sebagian mendominasi keseluruhan,
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Pendapat tersebut menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk menjamin
keharmonisan antara masyarakat dengan penguasa. Pengawasan memungkinkan
terwujudnya keharmonisan dalam struktur kekuasaan karena tidak akan ada praktek
di mana sebagian mendominasi keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi,
pemilu dan pengawasan mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pemilu adalah pilar
demokrasi, Pemilu memeriukan pengawasan yang efektif dari berbagai elemen
terutama karena pemilu membuka kemungkinan eksperimentasi terus-menerus dalam
format dinamika pengawasan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada, Undarwati (Z008:2) mengemukakan
bahwa Pilkada memeriukan adanya strategi pengawasan, dalam mewujudkan Pilkada
yang jujur adil, langsung umum dan bersih. Adapun strategi yang dapat dilakukan
sebagai berikut.

{1} Membuat kebijakan strategis dan perencanaan program pengawasan yang
efektif. Kebijakan ini diperuntukan bagi pengawas dalam melakukan kerja
dalam Pilkada, dengan meayuson kebijakan diharapkan dapat melakukan
kinerja yang sistematis dan terarah pada keberhasilan pilkada.

(2) Memperkuat hubungan interaksi internal dan ekstemal. Dalam hal ini
pengawas dipandang perlu untuk memperkuat komitmen dalam
melakukan kinerja kedepannys, dan itu perlu adanya hubungan harmonis
antara pengawas. Selain memperkuat hubungan internal diperlukan
hubungan baik baik dengan semua lapisan masyarakat, baik KPU, DPRD,
Pemerinich, OKP, Ormas dan lapisan masyarakat [ainnya.

(3) Mengawasi dan mendorong kinerja KPU. Pengawasan terhadap KPU
adalah sebuah kewsjiban yang perlu dilakukan, selain itu kehadiran
Panwaslu sebagai pressure dan comiroling yang dapat mendorong KPU
bekerja yang lebih baik. Mengawasi KPU agar tidak terjadi Tekanan
Politik dari berbagai parpol, serta memantau KPU agar terhindar adanya
mark-up di tubuh KPU.

(4} Melakukan kinerja yang kooperstif dengan masyarakat, Apapun yang
terjadi di lapangan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan
masyarakat. Dalam hal ini pengawasan akan lebih berjalan jika melibatkan
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masyarakat dilapangan. Sechingga keberlangsungan Pilkads tidak
menimbulkan dampak negatif seperti; money politics, KKN, tawuran antar
pendukung, =aling menghujat antar calon, adanya intervensi dari orang
luar atau yang lainnya yang depat menimbulkan kerugian bagi
masyarakat,

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengawasan dalam rangka mewujudkan
Pilkada yang berkualitas memerlukan adanya strategi pengawasan, komunikasi dan
interaksi antar institusi penyelenggara Pilkada, dan kerja sama dengan masyarakat.
Hal ini berarti bahwa Panwaslu sebagai institusi pengawasan Pilkada tidak hanya
dituntut untuk mampu melakukan kegiatan-kegiatan teknis pengawasan tetapi juga
memerlukan adanya strategi, interaksi dan komunikasi dengan pihak penyelenggara
Pilkada, serta pihak masyarsakat.

9. Pemilu Kepaln Daerah

Khumaini (2009:1) mengemukakan bahwd Pemilu adalah sebuah mekanisme
politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepeotingan wargs negara. Setidaknya ada
empat fungsi pemilu yang terpenting: “legitimasi politik, terciptanya perwakilan
politik, sirkulasi elit politik, dan\pendidikan pemilu. Dari keempat fungsi tersebut,
Khumaini menggarisbawahi \filmgsi pemilu scbagai pendidiken politik bagi warga
negara. Pemilu adalah &lat untuk pendidikan politik bagi warga negara agar mereka
memahami hak dan kéwajibannya. Dengan terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu,
diharapkan warga negara akan mendapatkan galaman langsung selayaknya
seorang warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Rakyat diharapkan paham

dan memshami posisinya sebagai pemegang kedaulatan yang sangni menentukan

gerak serta perjalansan bangsa dan negaranya.
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya sebagai sarana untuk
memilih pemimpin politik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi warga
negara, Melalui tahapan-tahapan pemilu, warga negara mempelajari apa hak dan
kewasjibannya, mendapatkan pengalaman langsung selayaknya seorang warga negara
berkiprah dalem sistem demokrasi, memahami posisinya sebagai pemegang
kedaulatan negaranys.

Khumaini (2009:1) juga mengemukakan sisi lain dari Pemilu yskni sebuah
pesta demokrasi besar yang berlangsung secara merish dengan melibatkan berbagai
lapisan masyarakat. Prosesi kemeriahan ini dapat dikatakan sarat dengan warda-wamni
bendera, gambar-gambar atau simbol partai, slogan-slogan yang dikemnas dalam ’satu
paket’; "memperjuangkan hak-hak rakyat”, Pola-pola yang dikemas sedemikian rupa
dalam setiap pesta demokrasi hanya sebagai bentuk tetorika politik sesaat para calon
perwakilan masyarakat, hampir tidak pernah-Kila jumpai sctiap proses pemilu
masyarakat selalu disajikan dengan berbagai janji-janji praktis para calon,

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum; Pemilu di Indonesia mencakup: (1) pemilu
Anggota Dewan Perwekilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, {2) ‘pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan {3) pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepela Daerah. Penelitian ini difokuskan pada pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepela Daerah atau Pilkada. Batasan pengertian Pilkada
berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang.-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, adalah Pemilu untuk memilih kepala daersh dan
wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
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berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Kepala daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan
ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, untuk provinsi disebut
Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota,
Pemilthan kepala dacrah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalgh
pemilihan walikota dan wakil walikota, Hal ini sesuai dengan status Kota Bau-Bau
sebagai suatu kota yang memiliki otonomi, yang dipimpin oleh Walikota dan Wakil
Walikota. Menurut Mahendra (2005:12), Pilkada merupakan instrumen paling pokok
untuk mengenalkan demokrasi modern kepada masyarakat. Pravitne (2008:1)
mengemukakan bahwa Pilkada merupakan upaya demokrafis untuk mencari
pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yahg damiai, jujur, dan adil.
Pilkada langsung sebagai sarena demokrasi memberi Kesempatan kepada rakyat
sebagal infrastruktur politik untuk memilih kepala dacrahnya secara langsung melalui
mekanisme pemungutan suara. Sarana’ini skan membuat keseimbangan dengan
suprastruktur politik, karena melalui“pemilihan langsung paling tidak rakyat dapat
memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Semangat yang
terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengindikasikan bahwa
pelaksanaan Pilkada * langsung pada hskikainya bukan sekedar bertujuan
mengoptimalkan demokrasi di deerah, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip
otonomi daerah scluas-luasnya. Penguatan demokrasi (lokal) melalui Pilkada
langsung adalah bagian dari pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Pendapat di atas menunjukkan bahwa Pilkada bukan semata-mats sebagai
proses mencari pemimpin daerah, tetapi juga merupaken bagian dari demokratisasi,
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Pilkada memperkenalkan demokrasi kepada masyarakat, dan merupakan realisasi dari
prinsip otonomi daerah. Dwipayana (2005:2-3} mengemukakan bahwa dalam
perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem pemilihan kepala daersh
secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan sebush inovasi yang bermekna dalam
proses konsolidasi demokrasi pada aras lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung
menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman
dan periuasan demokrasi lokal.

“Pertama, sistem demokrasi langsung melalui Pilkada Langsung akan membuka
ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan
menentukkan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem
demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan
rekruimen politik di tangan segelitir orang di DPRD (Oligarkiz)

Kedua, dari sisi kompetisi politik, Pilkada Langsung, fnetmungkinkan munculnya
secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat ~vyang bersaing serta
memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih
terbuka dibandingkan ketertutupan yang- sering ferjadi dalam demokrasi
perwakilan, Pilkada Langsung bisa memberikan sejumiah harapan pada upaya
pembalikan syndrome dalam demokmsi p&rwekilan yang ditandai dengan model
kompetisi vang tidak Fair, seperti praktek money politics.

Ketiga, sistem pemilihan lengsung” akan memberi peluang bagi warga untuk
mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh
kepentingan-kepentingan €lite politik-seperti yang kasat mata muncul dalam
sistem demokrasi perwakiian. Setidasknys, melalui konsep demokrasi langsung,
warga di aras lokal skan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam
pendidikan politik: fraining kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai
posisi yang setam untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Keempat, Pilkada Langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur
pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. Karena, melalui Pilkada
Langsung, kepala dacrah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga
dibandingkan pada segelitir elite di DFRD. Dengan demikian, Pilkada
mempunyai sejumiah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas
mwmbmm&hdaﬁxhpachwganyayangpadaakhmyaam
mendekatkan kepala dacrah dengan masyarakarat-wargan

Kelima, Kepala daerah yang terpilih melalui Pitkada akan memiliin legitimasi politik
yang kuat schingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances)
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di dacrah antara kepala dacrah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan
meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format
politik yang monolitik”™.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa Pilkada memberikan sejumlah manfaat
penting, baik dalam rangka rekrutmen politik maupun sosialisasi politik dan artikulasi
kepentingan. Hal ini karena Pilkada memungkinkan keterlibatan rakyat dalam banyak
tahapan sehingga rakyat dapat menyatakan aspirasinya, memperoleh pendidikan
politik, dan ikut mengawasi jalannya Pilkada. Selain menjelaskan keunggulan Pilkada
langsung, Dwipayana (2005:2) mengemukakan indikator keberhasilan Pilkada
Langsung, sebagai berikut.

{1) Pilkada seharusnya memberi ruang kebebasan bagi-warga negara dalam

mengekspresikan hak-hak dasar;

(2) Pilkada berlangsung melalui kompetisi yang faif

(3) Pilkada seharusnya mencipiakan kepemimpinan politik yang berkualitas

dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, keberiipsilan Pilkada dapat diukur dari 3
indikator, yaitu kebebasan warga negara ‘dalam menyatakan aspirasinya dan
menyalurkan hak-hak politiknys, kompetisi yang fair antar kandidat, dan terpilihnya
pemimpin yang berkualitas{ dan " skuntabel. Dalam mewujudkan Pilkada yang
berkualitas, ketign indikitor tersebut di atas, seharusnya teraktualisasi dalam setiap
tahap penyelenggaraan Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran pemilih, sampai pada
pelantikan kepala deerah dan wakil kepals daerah. Akhimys, uniuk mencapai
demokrasi yang lebih substantif berdasarkan indikator di atas, maka cara melihat
keberhasilan Pilkada langsung harus diletakkan pada sejauh mana pencapaian dari
sisi proses dan hasil. Dalam dimensi proses, Pilkada langsung seharusnya dibaca

sebagni sarana untuk memperdalam dan memperfuas proses konsolidasi demokrasi di
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Indonesia secara kualitetif. Sedangkan dalam dimensi hasil, Pilkada langsung
scharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik
yang lebih ekuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan
kesejahteraan bersama yang iebih baik bagi warga-masyarakat di daerah (Dwipayana,
2005:2-3),

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, Santi dalam Undarwati (2008:2)
mengemukakan bahwa pemberlakuan aturan pemilihan kepala dacrah (pitkada)
langsung itu belum tenfu bisa menjamin akan mampu menjaring kepala dacrah
berkualitas dan mendorong tetjadinya reformasi di tingkat birokrasi. Ada beberapa
kendala krusial yang bisa menghambat terwujudnya Pilkada langsung demokratis,
yaitu: {1) lembagn demokrasi belum menjadi alat demokrusi- yang baik, (2) sifat
partisipasi politik masyarakat masih tradisional, (3)aturar’ hukum Pilkada langsung
masih lemah.

Permasalahan tersebut di atas, nienurut” Santi dalam Undarwati (2008:2)
berpotensi menimbulkan benturan-benturen kepentingan antar massa pendukung
calon kepala daerah. Di sisi dain, peluang terjadinya praktik money politics dalam
Pilkada tangsung masih terbuka lebar, yakni bergeser kepada penyelenggara Pilkada
{KPU Daerah) atau dalam mekanisme seleksi calon kepala daersh ditingkat internal
partai. Peluang praktik money politics ini juga bisa terjadi di tingkat pars pemilih
yang dikamuflasekan dalam berbagai bentuk.

Pendspat di atas menunjukkan bahwa keberhasilan Pilkada dalam mencapai
tujusn sangat tergantung pada edanya suatu strategi dan mekanisme pengawasan yang
efektif yang dijalankan oleh suatu institusi eksternal (di luar penyelenggara Pitkada).
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Pengawasan terhadap Pilkada tidak cukup hanya dijalankan secars internal olch
institusi penyelenggars Pilkada. Tanpa pengawasan oleh lembaga ekstemnal, proses
Pilkada akan diwarnai oleh berbagai patologi seperti money politics, hujat-menghujat,

dan janji manis.
10. Panitia Pengawas Pilkada

Panitia Pengawas (Panwas) merupakan elemen struktural penting dari Pikada.
Ketentuan teknis mengenai Panwas Pilkada diatur dalam Peraturan Pemerintsh
Nomor 6 Tahun 2005, pada pasal 105 sampai dengan 122. Berdasarkan peraturan
tersebut, Panwas bertanggung jawab kepada dan dibentuk ol¢h DPRD, dengan
Keputusan Pimpinan DPRD. Panwas merupakan panitig, ad-hoc, dibentuk paling
lambat 21 (dua puluh satn) bari sejak disampaikinnya’ pemberitahuan mengenai
berakhimya masa jabatan kepala daerah oleh DPRD) dan berakhir 30 (tiga puluh} hari
setelah pengucapan sumpah/janji KepalaiDaerah dan Wakil Kepala Daerah,

Anggota Panwas pemilihan"kepala deerah, untuk panitia pengawas
kabupaten/kota sebanyak limd oratig yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan,
Perguruan Tinggi, Pers\dati Tokoh Masyarakat yang dimintakan oleh DPRD
kabupaten/kota. Panitia'pengawas kecamatan sebanyak tiga orang yang dapat terdiri
dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat
yang diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota. Dalam hal tidak terdapat
unsur-unsur dimaksud, Panwas kabupaten/kota dan kecamatan dapat diisi oleh unsur

yang lainnya.
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Ketentusn mengenai syarat-syarat keanggotaan Panwas Pikada, sebagaimana diatur
pada pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor & Tzahun 2005, sebagai berikut.

N

e op o

£

Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

pemerintah,;

Berhak memilih dan dipiiih;

Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;

Memiliki komitmen kuat untuk penegakan demokrasi;

Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;

Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang partai politik, pemilihan
umum dan kemampuan kepemimpinan; dan

Tidak pemah dihukum penjara karena suatu putusan pidana.

Tugas dan wewenang Panwas Pilkada, sebagaimana diatur pada pasal 108

Peraturan Pemerintash Nomor 6 Tahun 2003, sebagai berikut.

o o

L

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemiliban;

Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang<indangan;
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam periyeienggaraan pemilihan;
Meneruskan temuan dan laporan yang tidek dapat diselesaikan kepada
instansi yang berwenang; dan

Mengatur hubungan koordinasi antar pagifia pengawas pada semua
tingkatan.

Kewsjiban Panwas Pilkada, sebagaimana distur pada pasal 108 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tabun 2005, sebagai berikut.

a.

b.

c.
d.

e.

Memperlakukan pésangan calon secara adil dan setara;

Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif:

Meneruskan. temusn’ dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada
pihak yang betwenang;

Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir
masa tugas. :

Uraian tugas den hubungan kerjs antara panitia pengawas kabupsten/kota
dan panitia pengawas kecamatan diatur oleh panitia pengawas
kabupaten/kota.

Tata cara pengawasan Pilkada oleh Panwas, sebagaimana diatur pada pasat 110
dan pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2003, sebagai berikut.
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a. Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada panitia
pengawas pemilihan oieh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun
pasangan calon den/atau tim kampanye.

b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secars
lisan/tertulis yang berisi: nama dan alamat pelapor; wakitu dan tempat
kejadian perkara; nama dan alamat pelanggar; nama dan alamat saksi-
saksi; dan uraian kejadian,

¢.  Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada
panitia pengawas pemilihan sesuai wilayah kerjanya selambat-lambatnya
7 (tujub) hari sejak terjadinya pelanggaran.

d. Panitia pengawas pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaren yang
diterima.

e. Panitia pengawas pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau
tidak menindaklanjuti laporan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
laporan diterima.

f. Dalam hal panitia pengawas pemiiihan memerlukan keterangan tambahan
dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan, dilakukan paling lambat
14 (empat belas} hari setelah laporan diterima.

g.  Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur
pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas pemiliha
Dalam hal laporan yang bersifat sengketa foerigandung unsur tindak
pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada apafat penyidik.

i. Panitia pengawas pemilihan memantat, pefkembangan kasus yang
diteruskannya kepeda Kepolisian Daerah,

j.  Laporan yang mengandung unsur pidans, yang telah memperoleh putusan
pengadilan yang telsh mempunyai kelauatan hukum tetap, yang berakibat,
calon terpilih tidak memefuhi 'persyaratan, ditindakianjuti dengan
pembatalan pasangan calon-oleh DPRD.

Tata cara penyelesaian Gerigketa oleh Panwas, sebagaimana diatur pada pasal
112 Peraturan Pemerintalh Nomor & Tahun 2005, sebagai berikut.

a.  Panitia pengawas pemilihan menyelesaikan sengketa, dilakuken melalui
tahapan:-mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan
musyawareh untuk mencapai kescpakatan; dalam hal tidak tercapai
kesepakatan tersebut, pengawas pemilihan membuat keputusan; keputusan
tersebut bersifat final dan mengikat.

b. Penyelesaian sengkets, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-
pihak yang bersengketa dipertemukan.
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Panwas Pilkada
merupakan institusi pengawasan fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi yang
sangat penting bagi terselenggaranya Pilkada sesuai dengan harapan seluruh
komponen vang berkepentingan. Sehubungan dengan itu, keberadaan Panwas Pilkada

yang tangguh akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan Pitkada.

11, Mekanivme Penyelenggaraan Pilkada

Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bentuk penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada daersh untuk memilih secara Jangsung kepala'daerahnya,
sehingga konteks aturan yang berlaku dalam pilkada merupakan jabaran atau turunan
dari aturan yang beriaku dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang
pemerintahan dacrah. Hal ini berarti bahwa dalam perspektif desentralisasi politik,
dengan adanya pilkads maka kekuasaan tidak lagi terkonsentrasikan pada pemerintah
pusat, tetapi dapat didistribusikan kepada daerdh, Akan tetapi, dalam konteks bingkai
negara kesatuan yang dipilih menjadi bentuk negara berdasarkan konstitusi, kita harus
tetap menjaga keterpautan yang Kuat antara hubungan pusat dan daerah. Mengingat
pergolakan arus gerakan “antara putaran senirifugal dan sentripetal yang menarik
hubungan daerah ‘ke, dalam lingkaran pusat dan sebaliknya, harus dijaga
dinamisasinya agar tidak saling tertarik terlalu dalam antara salah satu arus tersebut.

Mekanisme penyelenggaraan Pilkada yang dimaksudkan di sini mencakup
kegiatan, persyaratan, dan pentshapan. Ketenfusn mengenai mekanisme Pilkada
diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh,
Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan,
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Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daersh dan Wakil Kepala
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah.

Menurut Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (2007:15), komponen kerja
sistem Pilkada ini dapsat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu masukan, proses, dan
keluaran. Masukan mencakup calon dan pencalonan. Proses mencakup penetapan
daftar pemilih, kampanye, pemunguian suara, dan penghitungan suara. Sedangkan
output adalah pasangan calon kepala dacrah/ wakil kepala daerah terpilih serta
pengesahan dan pelantikannya, Komponen-komponen ini mencakup. interaksi antara
partai politik, KPUD, Panwaslu, dan masyarakat umum. Mekanisme yang mencakup
ketiga komponen ini telah dijabarkan dalam beberapa keténtuan undang-undang dan
peraturan mengenai Pilkada yang telah disebutkan di atas.

Masa persiapan mencakup lima Kegiatan, yaitu: (1) pemberitahuan DPRD
kepada kepala daersh mengenai berakhimya masa jabatan; (2) pemberitahuan DPRD
kepada KPUD mengenai berdklimya masa jabatan kepala daerah; (3) perencanaan
penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala daerah; {4) pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
(5) pemberitahuan dan pendafiaran pemantan, Sedangkan dalem tahap pelaksanaan,
Pilkada terdiri atas: (1} penetapan daftar pemilih; {2} pendaftaran dan penetapan calon
kepala daerah/wakil kepala daerah; (3) kampanye; (4) pemungutan suara; (5)
penghitungan suars; dan {56) penetapan pasangan calon kepala dacrah/wakil kepala
daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan, Skema mekanisme tahapan pilkada dapat
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digambarkan sebagai berikut. Adapun penjabaran mekanisme Pilkada berdasarkan
undang-undang dan peraturan yang berlaku dicantumkan dalam Lampiran tesis ini.

KPUD

PARPOL € > PANWASLU

MASYARAKAT

Gambar 2.1 Skema Mekanisine Tahupan Pilkada

Berdasarkan skems di atas dapat disimpulkan behwa tugas dan kewenangan
Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada tidak dianya mencakup aktivitas internal
Panwaslu tetapi juga berinteraksi dengan komponen-komponen iain dalam sistem
penyelenggaraan Pilkada yaitu partai politik, KPUD dan masyarakat. Hal ini perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan dan undang-
undang, meupun dalam uptya mewujudkan Pilkada yang sukses dan menghasilkan
pemimpin yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat di daerah,

12.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Publik
Kinerja organisasi terkait erat dan dipengarubi oleh berbagai faktor. Fakior
penguruh tersebut skan berbeda-beda, tergantung pada sifat dan bidang kegiatan suatu
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organisasi. Hardjito (1997:65) mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi
(1) struktur, (2) tujuan; (3) manusia, (4) hukum (5) prosedur pengoperasian yang
berlaku; (6) teknologi, (7) lingkungan, (8) kompleksitas (9) spesialisasi; (10)
kewenangan; dan (11) pembagian tugas.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi
oleh faktor-fakior yang bersumber dari internal organsiasi maupun eksternal
organisasi. Faktor yang bersumber dari internal organisasi yaitu struktur, tujuan,
manusia, prosedur operasi, teknologi, kompleksitas spesialisasi, kewensngan, dan
pembagian tugas. Sedangkan fsktor eksternal mencakup hukur_dan lingkungan
organisasi. Komberly dan Rottman dalam Gibson (1996:32) berpendapat bahwa
efektivitas organisasi ditentukan oleh lingkungan, teknologi, pilihan strategi, proses
dan kultur. Pendapat tersebut lebih menekankan pada faktor-faktor stratejik di dalam
maupun di luar organisasi. '

Faktor yang disebutkan terakhir-(kultur) bersesuaian dengan pendapsat Darling
& Beebe (2007:3) yang mengemukakan bahwa organisasi pemerintahan saat ini perlu
memiliki tiga fitur kultur\yang kuat, yaitu: inovasi, kemampuan mengambil risiko,
dan proaktif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa inovasi berfokus pada pencarian solusi-
solusi kreatif dan bermakna terhadap masalah-masaiah dan kebutuhan-kebutuhan
individual dan operasional. Keberanian mengembil risiko (risk-faking} mencakup
kesedizan l;erkomitmen terhadap sumber daya organisasi ke arah peluang-peluang
yang mempunysi kemungkinan kegagalan yang dapat diterima secara rasional.
Proaktif adalah menyangkut kemampuan mengimplementasikan secara proaktif dan
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memfasilitasi tindakan-tindakan melalui sarana yang tepat yang secara tipikal
mencakup usaha pihak-pihak lain.

Steers (1985:8) mengemukakan empat faktor yang berpengaruh terhadap kinerja
organisasi yaitu: (1) karakteristik organisasi, (2) karakteristik lingkungan, (3)
karakteristik sumber daya manusia, dan (4) karakteristik manajemen. Karakteristik
organisasi yang penting adalah struktur, teknologi, dan kultur Steers (1985:8).
Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifainya. Struktur merupakan
cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan,
Teknologi menyangkut mekanisme suatn organisasi untuk mengubali, masukan
mentah menjadi keluaran jadi. Kultur organisasi adalah semua cid yapg menunjukkan
kepribadian suatu organisasi: keyakinan bersama, nilai-nilaidan perilaku-perlaku
yang dianut oleh semua anggota organisasi {Effendi, 2005:3-4),

Lingkungan organisasi mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal.
Lingkungan internal dikenal sebagai iklifh, organisasi. Lingkungan eksternal adalash
kekuatan yang timbul dari fuar batas ofganisasi yang mempengaruhi keputusan serta
tindakan di dalam organisaSi seperti kondisi ekonomi, politik dan peraturan
pemerintah Steers (1985:8).

Karakteristik sumber daya manusia berhubungan dengan perbedaan pribadi pars
pekerja dalam hubungan dengan efektivitas. Para individu pekerja mempunyai
pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi
sifat pekerja ini yang sedang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama
lain. Setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga harus bersedia
melaksanakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab utamanya Steers (1985:8).
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Kebijakan manajemen pada intinya adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan,
kemudian melaksanakannya melalui orang-orang. Kebijakan dan praktek manajemen
ini sedikitnya mencakup enam faktor yang menyumbang pada efektivitas yaitu:
penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, menciptakan
lingkungan prestasi, proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan inovasi dan
adaptasi Steers (1985:8).

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kinerja organisasi publik dapat
dipengaruhi oleh desain organisasi itu sendiri, karakteristik lingkungan di mana
organisasi itu berada dan beroperasi, karakteristik sumber daya manusia yang ada di
dalam organisasi, dan praktek manajemen di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. Faktor-faktor tersebut bersifat struktural fmasupun fungsional yang
keberadaannya akan sangat menentukan kualitas‘masukan, proses, dan output
organisasi secara menyeluruh.

Untuk menjelaskan tentang kinerja“Paniwas Pilkada, penelitian ini mengikuti
pendapat Steers (1985:8). Alasannya; faktor-faktor determinan kinerja organisasi
yang dikemukakan Steers (1985:8) secara lengkap mencakup fitur pokok organisasi
dan lingkungannya yang, akan sangat menentukan kualitas masukan, proses, dan
output Panwas Pilkada'sebagai institusi pengawasan yang harus berinteraksi dengan
partai politik, KPUD dan masyarakat umum.

13. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masih sedikit penelitian yang dilakukan terkait dengan kinerja Panwas Pilkada.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, baru adas 2 penelitian
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yang relevan, Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Samroni (2008) berjudul studi
evaluasi atas pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Studi ini dilaksanakan pada 15
kabupaten/kota pada 8 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Banten, Kalimantan
Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi
Utara.

Tujuan studi ini adalsh melakukan evaluasi atas pelsksanaan desentralisasi
sepanjang tahun 2001-2005 dan dampaknya terhadap proses demokratisasi (relasi
kekuasaan dan partisipasi politik), efektifitas tats pemerintahan (akuntabilitas dan
tanggungiawab pemerintah daersh), serta kesgjahteraan sosial-ckonomi masyarakat,
kemudian merumuskan strategi penyempumnasn pelaksanaan- desentralisasi untuk
masa-masa mendatang, sckaligus mengajukan rekomendasi/perubahan UU 32/2004
dan UU terkait lain yang diperlukan. Khusus yang berkaitan dengan substansi
Pilkada, penelitian ini menunjukkan bahwa:

{1) Dalam Pilkada kepentingan pemerintah daerah sangat kental. Karena hal
ini menyangkut pemilihan ‘orang nomor satu di daersh yang akan
menjalankan roda pemeriniaban dan pembangunan selama lima tahun.

(Z) Pilkada sangat potensial schagai ajang money poliric. Partai politik lebih
leluasa menjadikin/duinya sebagai “kendaraan” bagi mercka yang
berminat untuk \maju ke bursa pencalonan kepala daerah dengan
menyediakan ‘sejupilah dana tertentu., Kondisi permsinan uang dalam
mempetlafiwar proses pencalonan tampaknya tidak dapat dihindarkan,
karena sistern yang memungkinkan.

{3) Pars birckrat tinggi yang mempunyai sumber daya yang kuat hanya
menggunakan partai politik sebagal kenderaan untuk mencapai tujuan
mereka mendapatkan kekuasaan politik, tanps ada keinginan atau
keharusan untuk menjadi anggota partai politik tersebut,

(4) Tidek ada peningkatan yang berarti dalam skuntabilitas dan transparansi
ingtitusi-institusi yang terlibat dalarn Pilkada terhadap warga pemilih,
Terutama tidak sda jaminan hukum atas akses masyarakat uniuk
memperoleh informasi mengenai Pilkads, rendahnya kualitas informasi
yang diberikan, serta kesediaan untuk mendengarkan dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat.
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(5) Akses informasi mengenai proses penyaringan dan penetapan calon kepala
dacrah yang dilakukan pertai politik sangat sulit karena prosesnya
berlangsung secara tertutup dan tidak transparan,

{6) Singkatnya jarak wakiu antara pengunduran diri (non-aktif) bagi mereka
yang sedang menjabat bupati/walikota yang kemudian mencalonkan diri
kembali menyebabkan bahwa calon yang pemnah berkussa masih
mempunyai kemampuan untuk mengendalikan aparat pemerintah untuk
kepentingan politiknya, sehingga tidak menjamin netralitas PNS.

{7) Partisipasi warganegara dalam Pilkada jauh lebih rendsh daripada waktu
pemilihan legislatif dan presiden. Rendahnya partisipasi ini terutama
berhubungan dengan banyaknya warganegara yang tidak tercantum dalam
daftar pemilih atau tidak memperoleh kartu pemilih. Masalah penyusunan
data pemilih merupakan saleh saty yang paling semrawut dan
mengundang banyak protes dalam Pilkada, Permasalahan terutama
muncul karens kurangnya koordinasi antara Dinas Kependudukan dengan
KPUD (PPS) dalam mencocokkan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih
Pilkada) dengan daftar pemilih Pilpres.

(8) Keteniuan mengenai jangka waktu kampanye pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daersh sebagaimana diamur UU 32/2004 \dalam prakteknya
sangat merugikan para pasangan calon yang berhadapan dengan calon
yang sedang memegang jabatan yang sama dviasa waktu kampanye
selama 14 (empat belas) hari sangat sempit{ Di pikiak lain para incumbent
dapat berkampanye bahkan jauh-jauh hari nienjelang penyelenggaraan
Pilkada.

Studi yang disebutkan di atas bersifat~sangat umum, tidak memberikan
penekanan yang jelas kepada kinerja Panwas sebagai institusi pengawasan. Selain itu,
faktor-faktor yang disoroti lebikteriokis pada aspek normatif yang tercantum dalam
undang-undang dan persturan. Studi yang kedus, dilaksanakan oleh PLOD-UGM
bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, berjudul Rapid Evaluation Pilkada
2005: Evaluasi dani Rekomendasi Penyelenggarsan Pilkada 2005. Kajlan ini
dilakuken pada saat pelaksanaan Pilkada Langsung tahap pertama sampai dengan 30
Juni 2005, pada 186 Kabupaten/Kota dan 8 Provinsi, Studi ini memanfaatkan
informasi yang disebarkan oleh media lokal, media nasional, dan informasi/pendapat
dari aktor-aktor yang terkait (kandidat, tokoh partai, anggota/ketua Komisi Pemilihan
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Umum Daerah, pengawas, kepolisian, dan sebagainys). Informasi juga diperkaya
dengan studi lapangan yang diselenggarakan oleh 32 PLOD UGM di 1 propinsi
(Kalteng) dan 7 ksbupaten, masing-masing Belitung Timur, Sleman, Gunung Kidul,
Bantul, Boven Digul, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan Jembrana. Studi
ini menemukan ada empat pengelompokan isu menonjol yang berhasil direkam
selama proses monitoring, masing-masing yang terkait dengan: perfoma, masalsh di
sekitar electoral process, kedua, penyelenggara Pilkada yskni KPUD, ketiga
masalsh-masalsh yang terkait dengan lembaga pengawasan dan pemantau. Keempay,
kesiapan aktor strategis Pilkada yakni Partai Politik dan Birokrasi, yang berpengaruh
penting dalam proses pemilu secara keseluruhan,

Studi yang kedua ini lebih bersifat identifikési/~isu-isu pokok dalam
penyelenggaraan Pilkada, Meskipun studi tersebu¢ bersifat evaluatif, namun tidak
menggunakan kerangka teori yang jelas dalasn jmenjelaskan temuan-temuannya.
Berbeda dengan kedua studi yang discbutkan di‘atas, penelitian yang penulis lakukan
ini secara khusus menyoroti bagaimians Kinerja Panwas Pilkada serta faktor-faktor
yang mempengarshinya. Kinérja Panwas dan faktor yang mempengaruhinya
dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator yang jelas dan terukur yang
diturunkan dari . konsep-konsep teoretik sehingga depat dipertanggungjawabkan

secara ilmiah.
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B. Kerangks Berpikir

Topik penelitian ini adalah evaluasi kinerja Panwas Pilkada Kota Bau-Bau.
Pilkade yang dimaksudkan adalah Pilkada pada 4 November 2007 umtuk memilih
Walikota dan Wakil Walikota periode 2007-2012. Teori yang mendasari penelitian
ini adalsh teori yang dikemukakan oleh Sugiarto (2009:3) bahwa bahwa efektivitas
pemilu dan Pilkada ditentukan oleh implementasi pengawasan atas pelaksanaan
tahapan pemilu, penyelenggaraan pemilu dan sosialisasi pemilu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pitkada dilaksanakan oleh Panwas Pilkada.
Panwas merupakan institusi formal yang bersifat ad hoc, dibentuk khusus-usituk tugas
pengawasan Pilkada. Panwas merupakan organisasi formal yatg mengemban mandat
publik untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada. Kineija Penwas Pilkada perlu
dievaluasi. Osborne & Gaebler (2000:13) menyatekan bahwa evaluasi kinerja
merupakan kunci penting menuju perbaikan-dan.Kemajuan suatu institusi publik di
sektor pemerintahan. Melalui penilaian\ kinerja, suatu institusi publik dapat
mengetahui apakah mereka telah berhasil dalam mencapai tujuan atau tidak.

Evaluasi kinerja berarti \(nelakukan penilaian guna mengetahui seberapa baik
kinerja suatu organisasi {(Dunn, 1999:199). Kinerja adalsh tingkat pencapaian sasaran
dan tujuan yang\telah ditetapkan (Bacal, 2002:75). Penilaian terhadap kinerja
mencakup penilaian terhadap hasil kerja dan kompetensi. Hasil kerja menunjuk pada
apa yang harus dicepai, sedangkan kompetensi memunjuk pada bagaimana
mencapainya (Momdy & Noe, dalam Sedarmayanti, 2007:261).
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Kinerja Panwas dalam pengawasan Pilkada tergambar dari 3 indikator: (a)
terawasinya semua bidang sasaran yang harus diawasi; (b) terlaksananya pengawasan
sesual dengan norma teknis pengawasan; dan (c) terdeteksinya keseluruhan
pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada semua tahapan Pilkada.

Apakah organisasi Panwas dapat mencapai tingkat kinerja yang diharapkan atau
tidak, akan sangat tergantung pada empat faktor yaitu: karakteristik organisssi,
kondisi lingkungan, karakteristik sumber daya manusia, dan gaya manajemen (Steers,
1985:8). Karakteristik organisasi mencakup pembagian tugas, standardisasi perilaku,
desentralisasi, dan variasi pengetahuan yang dibutubkan. Kondisi lingkungan
mencakup kondisi sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarekat, dan kondisi
ekonomi. Karakteristik sumber daya manusia Panwds Aerdiri dari keschatan,
pengetahuan, komitmen, dan integritas. Sedangkan gaya manajemen terdiri dari gaya
pengambilan keputusan dan gaya komunikasi internal organsiasi.

Kinerja Panwas dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada akan
menentukan kualitas Pilkada. Pilkada yantg berkualitas dapat diukur dari indikator
proses dan indikator hasil. Ddri-aspek proses, keberhasilan Pilkada ditandai dengan 3
hal: (a) memberi ruang kehebasan bagi warga negara dalam mengekspresikan pilihan
pribadinya tanpa, tekanan, (b) warga negara memperoleh pendidikan politik yang
logis, dan (c) tidak terjadi praktek money politics. Sedangkan dari segi hasil, Pilkada
yang berhasi! ditandai dengan terpilihnya pemimpin yang: (;1) responsif, (b) aspiratif,
dan (c) kompeten (Dwipayana, 2005:2-3; Hidayat, 2005:2). Semakin baik kineria
Panwas, akan semakin efektif pengawasan Pilkada, dan seterusnya akan semakin
berkualitas pula Pilkada,
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Berdasarkan urajan tersebut di atas maka penulis membuat model kerangka
pemikiran penelitian dengan memasukkan fakior-faktor yang mempengaruhi kinerja,
kinerja Panwas, dan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

KINERJA PANWAS

KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PILKADA

(1) Terawasinya semua

bidang sasaran

pengawasan (1)Pilkada sebara adil,
(2) Terlaksananya jujur, tahasia, dan

pengawasan sesuai langsimg.

norma teknis yg

ditetapkan.

. (2) Pemimpin yg responsif,

m;ﬁmksm{:n aspiratif dan kompeten.

penyimpangan pada

semua tahapan Pilwali

(Dwipayana, 2005:2-3)
(Steers, 1985:8).

C. Hipotesis Penelitlan
Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diutarakan maka untuk menjawab
permasalahan penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut.
(1) Kinerja Panwas berpengaruh dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau
tahun 2007,
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(2) Kinerja Panwas dalam penyclenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007
dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor karakteristik organisasi.
karakteristik lingkungan, karakteristik sumber daya manusia, dan karakteristik

manajemen.

D. Definisi Konsep dan Operasional

Untuk mengarahkan proses-proses pengumpulan data di lapangan serta analisis
data maka konsep-konsep pokok dalam penelitian ini diberikan definisi operasional
sebagai berikut.

(1) Evaluasi kinerja Panwas, adalah aktivitas penilaian terhadap\kinerja institusi
Panwas Pilkada dalam melaksanakan pengawasan’  dalam  tahapan
penyelenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007

(2) Kinerja Panwas, adalah tingkat capaian sasaran pengawasan dan kompetensi
pelaksanasn pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Pilkada Kota Bau-Bau

tahun 2007,

{3) Terawasinya semua bidang sesaran pengawasan adalah presepsi responden atas
standarisasi perilaku, keluasan desentralisasi, serta variasi pengetahuan teknis
yang dimiliki organisasi Panwas Pilwali.

(4) Terlaksananya pengawasan sesugi norma teknis yg ditetapkan, adaleh kondisi
sosial budaya, keamanan dan ketertiban, serta kondisi ekonomi setempat pada

saat penyelenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007,
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{5) Terdeteksinya pelanggaran dan penyimpangan pada semua tshapan Pilwali
adalah kondisi, pengetahuan, komitmen dan integritas anggota Panwas.

(6). Terlaksananya Pilkada secars adil, jujur, rahasia, dan langsung adalah
karakteristik manajemen, dan pola-pola kepengarshan dalam penyusunan
rencang/strategi dan komunikasi yang tercipta dalam sistim proses demokrasi.

(7) Terpilihnya pemimpin yg responsif, aspiratif dan kompeten adalah sebagai
vpaya dari tindakan implementasi tindakan panwas berdasarkan peraturan yang
diterapakan dalam Pilkada.
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BAB I
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelltian

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah desain analitik
korelasional dengan metode kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah
terdapat pengaruh antara variabel evaluasi kinerja Panwas (variabel X) dalam
Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Bau-Bau {variabel Y). Lebih lanjut apabila
terdapat pengaruh maka bagaimanakah faktor-fakior apa yang mempengatuhi antar
variabel.

Penelitian ini mengunakan desain kuantitatif yang didukung dengan kuaiitatif,
Datam hal ini kualitatif merupakan minor sedangkan kvantitatif adalah mayor,
sebagaimana dikemukakan oleh Lincoln & Guba (1985:23), adalah jenis penelitian
yang temuan-ternuannya tidak diperoleh’ melalui prosedur statistik atau bentuk
hitungan lainnya.

Metode kualitatif di pilik karepa di pandang dapat memberikan pemshaman
yang komprehensif mengenat proses-proses kinerja Panwas dalamn penyelenggaraan
Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007. Aspek-aspek tertentu dari penelitian kinerja
panwas dalam pilkada kota Bau-Bau di tunjukkan melalui kuantitatif dengan
menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang.
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B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Panwas Pilkada Kota Bau-Bau
tahun 2007 scbanyak 64 orang yang terdiri dari: Panwas Kota sebanyak 5 orang,
Panwas Kecamstan scbanyak 18 orang, dan Panwaslu Lapangan di Kelurahan
sebanyak 41 orang. Anggota populasi penelitian ini relatif kecil dan dapat dijangkau
selurvhnya untuk diteliti secara langsung. Atas pertimbangan tersebut peneliti
menggunakan prosedur sensus, tidak menetapkan sampel. Dalam istilah lain, teknik
sampling yang digunakan adalah total sampling atau teknik pengambilan sampel
secara jenuh (Sugiyono, 2002:43).

Penelitian ini juga mengambil informan sebagai somber data/informasi.
Informan penelitian terdiri dari informan utama dan ipdorinan tambahan, Informan
utama adalah Ketua Panwag Pilkada. Informan tambahan terdiri dari Ketua KPUD, 1
orang anggota PPK, dan 1 orang pemantau-independen Pilkada. Jumlah informan
penelitian seluruhnya 4 orang yang ‘diambil dari unsur-unsur yang dipandang

memehami substansi masalah yang diteliti,

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini terdiri dari kuesioner, wawancara, dan lembar check list
untuk studi dokumentasi, Kuesioner memuat pertanyaan tertutup di mana responden
tinggal memilih jawaban yang sesuai. Desain kuesioner mengikuti Skala Likert
dengan 3 kategori jawaban yang bersifat ordinal yang terdiri dari:

Setuju (skor 3)

Ragu-ragu  (skor 2)
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Tidak Setuju (skor 1)

Pedoman wawancara memust garis besar pertanyaan kualitatif yang akan
digjukan kepada informan penelitian berkenaan dengan realitas pengawasan Panwas
selama penyelenggaraan Pilkads, serta faktor-fakior yang mempengaruhinya. Lembar
checklist memuat pemyataan-pernyatasn terstruktur untuk beberapa tema tertentu
yang berkaitan dengan capaian kinerja dan unsur-unsur organisasi yang secara nyata

obyeknya dapat diobservasi langsung.

D. Prosedur Pengumpulan Dats

Pengumpulan data dilakukan melalui pengedaran kuesioner kepada responden,
wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan; dan studi dokumentasi,
Ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Sambil mengedarkan kuesioner
dan melakukan wawancara, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan,
seperti Tatib, Daftar Pemilih, Rekapitulasi hugil suara, dan sebagainya. Waktu dan
tempat pelaksanaan wawancara akan/merujuk pada kesepakatan-kesepakatan peneliti
dengan informan karena saat iny Padwad Pilkada sudah tidak memiliki kantor lagi dan

sudah dibubarkan.
E. Metode Anslisis Data

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis korelasi. Analisis ini
digunakan wuntuk melaksanakan seluruh rangkaian kerja penelitian seperti

merumuskan hipotesis, menyususn instrumen penclitian, menentukan sampel,
menganalisa dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui apakah variabel bebas
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berpengaruh terhadap variabel lainnya dan seberapa besar pengarvh yang ada,
digunakan analisis statistik Amnalisiv Jaler (Path Analysis). Analisis jalur
dikemukakan Wright (dalam Al Rasyid, Hand Out,2000) adaleh: * Dikembang- kan
dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel
lainnya yang merupakan variabel akibat ”.

Mengingat skor yang diperoleh dari jawaban responden dalam kuisioner dengan
tingkat pengukuran ordinal (skala likert) maka perlu ditingkatkan menjadi tingkat
pengukuran interval melalui Methode Successive Imtervals. Adapun langlah kerja
analisis jalur sebagaimana yang dikemukskan Sesuai pilihan desain penelitian yang
telah diutarakan maka metode analisis yang digunakan dalam-penelitian ini adalah
analisis deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif. Untuki enalisis deskriptif secara
kuslitatif, teknik analisis yang dipergunakan adalah/inalisis kualitatif dengan model
interaktif. Analisis model interaktif menurut Miles 'dan Hubermas (1992:16) adaleh
analisis data melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan substantif.

Prosedur analisis kuantitatif terdiri dari analisis statistik deskriptif dan statistik
inferensial. Statistik deskriptif digunakan uniuk menguji hipotesis pertama yaitu
hipotesis tentang . status variabel kinerja Panwas secara mandiri. Penilaian status
variabel kinerja menggunakan angka indeks yang diperoleh dengan cara menghitung
nilai rata-rata per unsur kinerja, nilai rata-rate tertimbang per unsur kinerja, dan
menjumiahkan nilai tertimbang keseluruhan unsur untuk memperoleh nilai rate-rata

kinerja. Kategori penilaian kinerja dibagi menjadi 3 kategori yait:
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Baik angka indeks 2,33 s/d 3,00
Cukup angka indeks 1,68 s/d 2,32
Kurang Baik angka indeks 1,00 s/d 1,67

Pengujian hipotesis kedus, yaitu hipotesis tentang pengaruh dari faktor
karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik sumber daya manusia,
dan karakteristik manajemen terhadap kinerja Panwas, menggunakan prosedur uji
regresi linear berganda.. Hal ini dimaksudkan untuk terjaminnya akurasi perhitungan.
Persamaan umum regresi linear berganda menurut Bungin (2006:195) sebagai
berikut.

Y = B +Bixi + PBoxa + Bixs + Paxyt €

di mana:

Bo, B1, B2 dan seterusnya adalah bilangan-bilangankonstan yang
nilainys hendak dicari;

€ adalah faktor-faktor pengaruh yang berada’di luar model penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan -secara simultan meupun secara parsial. Uji
simultan dimaksudkan untuX .mengetahui pengaruh secara bersama-sama dari
karakteristik organisasi, kKarakieristik lingkungan, karakteristik sumber daya manusia,
dan karakteristik, manajemen terhadap Kinerja Panwas, Sedsngkan uji parsial
dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel tersebut
terhadap kinerja Panwas, dan selanjutnya dapat ditentukan mana yang pengaruhnya
lebih dominan,

Dalam uji simultan, kriteria pengujian adalah dengan membandingkan nilai F

Hitung dengan nilai F Tabel. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% (0,05).
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Apabila nilai F Hitung lebih besar dari nilai F Tabel maka hipotesis tersebut ditolak.
Sebaliknya jika nilai F Hitung lebih kecil dari nilai F Tabel maka hipotesis diterima
(Bungin, 2006:188). Besar pengaruh bersama-sama dari semua variabel X terhadap Y
ditafsirkan dari Koefisien Adfusted R Square hasil regresi.

Dalam uji parsial, kriteria pengujian adalah dengan melihat nilai t hitung hasil
analisis. Dengan membandingkan besaran nilai t hitung seluruh variabel X terhadap
variabel Y maka dapat ditentukan pula perbedaan pengarvh di antars keenam sub
variabel X terhadap variabel Y sehingga dapat disusun urutan sub-sub variabel mana
yang paiing besar pengaruhnya.

Ada tidaknya dan kuat lemahnya korelasi antar pasangan variabel ditafsirkan
dari koefisien korelasi (r),

Kriteria penafsiran koefisien korelasi sebagai berikut.

0,001 - 0,200 Korelasi sangat lemah

0,201 — 0,400 Korelast ieméh

0,401 - 0,600 Korelasi cukup kuat

0,601 — 0,800 Korelasi kuat

0,801 - 1,00 Korelasi sangat kuat (Triton PB., 2006:92).

Hasil pengujian hipotesis secara statistik diinterpretasikan, dikemukakan fakta
empirik pendukungnya yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan
penelitian, dan diberikan argumentasi logis berdasarkan teori dan konsep yang telah
dikemukakan sebelumnye pada tinjauan pustaka. Di sinilah terletak penggunaan
pendekatan kualitatif yang mendukung pendekatan kuantitatif,
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BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada Bab IV maka penulis menarik
simpulan penelitian sebagai berikut.

{1) Studi evaluesi kinerja panwas dalam pemilihan Walikota Bau-Bau dan Wakil
Walikota Bau-Bau yang dikaji dari beberapa dimensi antara lain :
1) Terawnsinya semua bidang sasaran pengawasan, 2) Terlaksananya
pengawasan sesuai norma tekhnis vang ditetapkan dan, 3) ‘térdeteksinya
pelanggarsn dan penyimpangan pada semua tahapan” pilkada sangat
berpengaruh pada kualitas penyenggaraan PILKADA. Dari hasil analisa data
terdapat kelemahan menjalankan tugas pengawasan oleh Panwas dalam Pilkada
Kota Bau-Bau tahun 2007 seperti tidak” mengikuti norms-norma teknis
pengawasan yang cfektif schingga” Panwas tidak mampu mendeteksi
pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi selama tahapan Pilwali.

(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Panwas dalam menjalankan tugas
pengawasan terhadap Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2007 dipengaruhi secara
simultan oleh faktor karakteristik organisasi, kondisi lingkungan, karakteristik
sumber daya manusia, dan gaya manajemen, Keempat faktor tersebut secara
simultan berpengaruh besar terhadap kineria Panwas Pilkada. Korelasi antars
keempat faktor terscbut dengan kinerja Panwas Pilkada adelah positif dan
sangat kuat yang ditunjukkan dengan nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,821.
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Namun demikian secara parsial dari ke-4 fakior tersebut hanya 3 faktor yang
berpengaruh signifikan, yaitu karakteristik organisasi, kerakteristik lingkungan,
dan karekteristik sumber daya manusia. Adapun gaya manajemen secar parsial
tidsk berpengaruh signifikan. Dari ke-3 faktor yang berpengaruh secara parsial
tersebut, faktor yang paling penting adalah karakteristik organisasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka penulis mengemukaken beberapa

(1) Perlu memperkuat ekstensi Panwas sebagai instromen| organisasional untuk
menjamin keberhasilan Pilkada, yang demokrasi,/serfa ~memperkuat institusi
Panwas, dengan menetapkan prosedur operasional baku (standard operational
procedures) yang komprehensif mengenai pengawasan Pilkada.

(2) Guna mengurangi faktor-faktor resiko panwas terhadap aktivitas kontestan
Pilkada dan pendukungnys diperiukan pemahaman yang koperatif dalam
menjalankan tugas dan pefiu/bersandar pada nilai-nilai sosial budaya lokal yang
mendukung keharmonisan dan integrasi sosial ditekankan pada memberdayakan
dan mencerdaskan masyarakat terutama masyarakat miskin dan pekerja
informal.

(3) Guna lebih menjamin kinerja Panwas, yang berkualitas dalam PILKADA perlu
memperketat persyaratan kualitas SDM bagi anggota Panwas ditingkatkan dan
diperluas serta didasarkan pada kriteria yang obyektif,
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(4) Perlu pembenshan dalam proses seleksi anggota PILKADA dan dilakukan oleh
institusi yang memiliki kompetensi dan independen, tidak dilaksanakan oleh
institusi politik.
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KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

{1) Nama L eeererrreseraarretatrrrenseseraratrennsinnrer
(2) Jenis Jabatan

[ ]Penwas Kota
[ ]Panwas Kecamatan
[ }Panwas Kelurahan

A. PERSEPSI TERHADAP KEBERHASILAN PILWALI 2007

(1) Dalam Pilwali Kota Bau-Bau Tahun 2007 warga pemilih memiliki kebebasan
penuh untuk menentukan pilihannya.
[ 1Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ]Tidak Setuju

(2) Dalam Pilwali Kota Bau-Bau Tahun 2007 warga pemilili memperoleh pendidikan
politik yang logis.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju

(3) Dalam Pilwali Kota Bau-Bau Tahui 2007 tidak terdengan isu money politics
[ ]Setuju

[ ]Ragu-ragu
[ ]Tidak Setuju

(4) Calon terpilih dalam.Pilwali Kota Bau-Bau Tahun 2007 adalah calon yang
diyakini kuat akan responsif terhadap kebutuhan daerah.
[ ]Setuju
[ 1Ragu-ragu
{ ] Tidak Setuju

(5) Calon terpilih dalam Pilwali Kotz Bau-Bau Tahun 2007 adalah calon yang
diyakini kuat memperhatikan aspirasi seluruh kalangan masyarakat.
[ ]Setuju
[ }Ragu-ragu
[} Tidak Setuju
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(6) Calon terpilih dalam Pilwali Kota Bau-Bau Tahun 2007 adalah calon yang
diyakini memiliki kompetensi untuk memimpin daerah.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ 1Tidak Setuju

B. KINERJA PANWAS PILWALI 2007

(7) Dalam penyelenggaraan Pilwali tahun 2007, Panwas melaksanakan selursh item
tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju

(8) Dalam melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pilwali tabun 2007,
Panwas menerapkan teknik pengawasan yang sesuai.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidsk Setuju

(9) Pengawasan atas penyelenggaraan Pilwali tahun 2007 yang dilaksanakan oleh
Panwas secara efektif mampu mendeteksi secara dini pelanggaran yang dilakukan
oleh semua pihak terkait.

[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PANWAS
PILWALI 2007

(10) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 mempunyai pembagian tugas yang
jelas dan rinci.
[ ]Setuju
[ ]1Ragu-ragu
[ ]Tidak Setuju

(11) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 mempunyai prosedur operasional
baku yang.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju
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{12) Panwas Pilwali tahun 2007 menerapkan sistem desentralisasi tugas ke semua
Jenjang mulai dari Kota, Kecamatan, sampai Kelurahan.
[ 1Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju

(13) Keanggotaan Panwas Pilwali tahun 2007 menggambarkan variasi pengetahuan
teknis yang relevan dengan tugas organisasi yang harus dilaksanakan.
[ 1Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ ]Tidak Setujpu

{14) Kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat Kota Bau-Bau cukup kondusif
untuk terselenggaranya Pilwali tahun 2007 yang sukses.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-ragu
[ 1Tidak Setuju

{15) Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Bau-Bau cukup kondusif
untuk terselenggaranya Pilwali tahun 2007 yang sukses,
[ ]Setuju
{ ]Raguragu
[ 1Tidak Setuju

(16) Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat Kota Bao-Bau cukup kondusif untuk
terselenggaranya Pilwali tahun 2007 yang sukses.
[ ]Setuju
[ ]Ragu-mgu
[ 1Tidak Setuju

(17) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 memiliki kondisi kesehatan yang
prima untuk dapat menjalankan tugas dengan optimal.
[ ] Setuju
[ 1Ragu-ragu
[ ]Tidak Setuju

(18) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 memiliki pengetahuan yang
komprehensif untuk dapat menjalankan tugas dengan optimal.
[ ]Setuju
[ 1Ragu-ragu
[ ]Tidek Setuju

(19) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 memiliki komitmen demokrasi yang

prima untuk dapat menjalankan tugas dengan optimal.
[ ]Setju
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[ 1Ragu-ragu
[ ]Tidak Setuju

¢20) Seluruh anggota Panwas Pilwali tahun 2007 memiliki integritas pribadi yang
kuat untuk dapat menjalankan tugas dengan optimal,
[ ]Setuju
{ ]1Ragu-ragu
[ 1Tidak Setuju

(21) Panwas Pilwali tahun 2007 menerapkan gaya pengambilan keputusan yang
partisipatif dalam menjalankan tugas pengawasan.
[ 1Setuju
[ 1Ragu-ragu
[ 1Tidak Setuju

(22) Panwas Pilwali tahun 2007 menerapkan gaya komunikasi organisasi yang
terbuka dalam menjalankan tugas pengawasan.
[ ]8etuju
{ ]Ragu-ragu
[ ] Tidak Setuju
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: Ketus Panrwas Pilkada Kote Bau-Bau
: 23 April & 7 Mei 2009

No.

Pertanyaan

Jevraban

lﬂ

Bagaimana tanggapan
Bapak ttg DPS yang dibuat
PPS dan PPK?

Tanggal 17 September 2007, sekitar pukul 09 WITA, puluhan
masss mendatangi kantor KPL. Massa tersebut meminta agar
EPL} segern menganuiic PPS dan PPK. Passlnya, mercks
dinitai merupakan titipan orang-orang yang haus kekuasaan,

Bagaimans tanggapan
Bapak ttg alourasi data
daftar pemilih?

Banyak warga yang menduga bshwa ada pembengkakan
jumish wejib pililh. Massa meminta agar KPU  segers
memanggll paksa Kepals Badan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Catatan Sipll untuk segers mengembalikan
data wajib pilih. Pasainys, dats yang dissmpaikan merupakan
data fiktif. Massa juga sempat meminta agar KPU segera
meloporkan Kepals BKKB dan Capil ke polisi mengingat data
yang disampaikan adalsh data fiktif yang, merupskan
perbustan kriminal.

Bagaimans tanggapan
Bapek ttg kemungkinan

merevisi DPS?

Moeskipun ada mekanisme pengumumen DFS dar tanggapan
masyarakat terhadap DPS, namun pérbaikan dats pemilih
tetap saja sulit terlaksana secard opthibal. Waktu yang
disediaken untuk pengumuman DEE  dan  tanggapan
masyerakat terhadap DPS hanyd 3 hari, lagi pula sangat
sedikit wargn masyarakat yang tertaik untok memeriksa
namanys di DPS dan melyampsiken

Bagaimana tanggapan
Bapak ttg keberhasilan
Pilkada dari aspek proses
pelaksanaan?

fanggapan.

Pilkada Kota Bau-Bau 2007 belum teriaksana dengan baik,
Kekurangan utamanys adslah tidak terwujudnys pendidikan
politik untuk mkyst. Kelanyskan pemilih dalem menentulan
pilihannya tidak/ berdasarkan pemikirannys yang cerdas
menyangkn\progreon vang ditawarkan dan kapabilitas calon,
tetopi_menentuken pilihan lebih karena kenal, kirena uang,
dan Ksress balas budi,

Apaksh pengawasan
Panwas menjangkeu sermua

aktivitas Pilkada?

Panvas—tidak mengawasi semua tahapan Pilkada yang
ditétapkan dalam undeng-undang dan peratiran yang ada
Pervbontulan PPK dan PPS teleh berangsung sebelum
terbentuknys Panwas, Akibatnya, Paowas nd& dapat
mengawasi dan mendeteksi secara dini adsnya penyimpengun
dmwmmmmmmm:nmm
lainnys juga ada yang luput dari pemantauan dan pengawasan.
Jumlah anggots Panwas tidek memadal untuk memantau
secara langsung semua kegisten dari para kootestan dan
pendukungriys.

Parrwss melakokan pengawasan sesunl dengan mekenisme
yang ditentukan dalam peratwran perundang-undangan,
Karena terbatasnys jumleh snggots Panwas maks teknik
pengawasan yang ditekankan adalsh membuka akses seluas-
luasmya kepsda musyarekat, Parpol, Ormas, OKP, unmtuk
memberikan pengaduan baik lisan maupun tertulis sesua
Wwymmmwmmm
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Bagaimana meksnisme
pengawasan Pitiada yang
dilakukan Parrwas?

Panwas nm:jukpﬁnkﬂmﬁmdmp«mmmm
Kalev ads lsporan mengenal pelanggaran, Panwas
mengadakan rapat, monentaken spakeh hal tersebut mrenrerehi
unsur pelanggaran sisu tidak. Kriterianye sdaleh ketentuan
dan pemsturan ysng eda Kalan dipastikan merapakan
pelanggaran maka Panwas memberikan rekomendasi kepada
pihak yang melskulmnnys untuk segera melekukan perbaikan
sebagaimans mestinya. Panwas tidek banyak mempersoalkan
pelangguran,

Pelanggaran apa yg dpt
dideteksl Panwas?

Panwas menerima banyak laporan pengaduan dari masyarakst
dan kontestan pengusung celon tertentu. Nammn yang
dianggap substantif adalahc (1} penectapan DPT, berkenaan
dengan: pemiliken KTP gands, wargs ysng sudahy meninggal,
dan pindah alamat; (2) pengaduan atas calon terteniu yang
disampaikan olch parpol; (3) suat suara palsu (tidsk
berhalogen) yang beredar di lapangan; (4) surst panggilan
palsu kepada wajib pilih.

Apaksh ada pernbagian
tugas di dalam Panwas?

Togas Panwas secara umum sudah ditegasken dalam
Peraturan Pemerintah Nomor & Tabun 2006, Kita mempelajari
tugas secara proporsional kepade semug anggota Panwas, Kita
membeniuk kelompok kerja (Pokja). Pembagian ini hanya
secats teknis urduk mengefekiifkan dan menpefisienkan tugas,
tanggung jawab tetap bersifat kolskuf,

0.

Apaksh Pmm memiliki
prosedur pengawasan?

Panwas mempunyni pedomari tela-cara pengewasan stay
proseduer operasional pengawasan. \Ini diatur dengan Peraturen
Pomedintah yaito Peraturin Femérhnsh Nomor 6 Talun 2005
pada pasal 110 dan 11 L. Tetepl memang tatn cara pengawasan
yong ditegaskan Jaiam peraturan tersebut hanya mencakup
mekanisme yang bersifiut tmum sehingea bersifat multi tafsir.
Kewnjiban butir {d) dan (e} misalnys, peru dijsbackan ke
dalam prosédur standar, Kita tidak mempunyal prosedur baku
mengenai pengkajian laporan pelanggaran yang diterima.
Yang ada hanya standar prosedur Kkesckretariatan umuk
mefisngani masalah teknls sdministrasi ketatausshaan, Inilah
yong “menycbabkan Paowas mengalami kesulitan ketika
dihadapkan pada tuduhan miring deri publik ketike Panwas
pemwiuskan  untuk | menindekdanjut aten tidek
memindaklanjuti  laporan  mesyarskat. Tuduhsn  miring
misglnys memperiakukan calon secars tidek adil dan tidek

11'

Apakah ada desentrelisasi
peagranbilen kepintusan
dim organisasi Patrwas?

setars.
Panwas terdiri dari Pokja-poija, masing-masing Pokja
mempunyal tugas dan fungsi tersendiri. Tetapi itz hanys
sebates pelaksamsan tugas, untuk keperfuan pengambilan
keputnsan tetap bersifat kolektif, Tidak ada keputusan
perorangan, kalay ada masalah penting dalam Poiga tertentu
kita meogadakan rapat, bahlean berkoordinasi dengan pihak-
pihak lainnye yang terkait. Tanggung jawsb Panwas bersifat
kedektif,

12.

Apekah anggota Panwas
merniliki variasi
pengeishuan yang memadai
urtuk pelaksanan tugas?

Panwas Pilkads Kota Bau-Bau tehun 2007 secars umum
mempwutyal sejumnish variasi pengetshusn {(eknis. Anggota
Panwas terdini dari unsur Kejaksaan, Kepolisian, Pers,
Aknademisi, dan masyarskst. Variasi pengetahuan teknis ini
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meryjuk pada ketentusn mengenai keanggotsan Panwas yang
ditetapkan dalam Pematuran Penerintah Nomor 6 Tabun 2003,

13,

Bagaimana tanggapan
Bapak tig kondisi sosfal
budaya masysrakat dalam

kaitennya dgn pengawesan
Pilkada?

Muzyerakat Kota Bau-Bau memiliki reibd-nlial sosial vang
mengreahken  sikap respek  terhadap jslannya  aktivitas
pesmerintahan. Hal ini mengarahken perilaiu mereks untuk
mendukung Pilkads yang damsi. Akan tetapi masyarskat juga
memiliki nilal-nilai keselarasan sosial yang tinggi yeng |
menyecbabkan adanya toleransi terhadap sesams masyarakat,
Kadangkala hal ini dimanfsatkan oleh okmum terterty untuk
membuai pelanggaran Pilkads karena beralasan bahwa
masyaraket tidak mungkin melaporken pelanggaran tersebut
ke Panwas Pilkada apalagi ke aperat penegak hukum.

14.

Bagaimana tanggapan
Bapak #tg kondisi
kamtibmas delam
kaitannya dgn pengavasan
Pilkada?

Secars umum kondisi kamtibmas menjclang dan selema
pelaksanasn Pilkads cukup kondusif. Kasus-kasus kejahatan
dan pelanggaran yang terjadi tidak sampal berpotensi
menggangi jalannys tahapantehapan Pilkada,

i5.

Bagaimana tanggapan
Bapak ttg kondisi ekonomi

kaitannya dgn pengawasan
Pilkacia?

Kondisi ekonomi sebegian masysrakat cukup. baik, tetapi
sebagian lainnys bersifit rentan. Banyak, ramal tangga
miskin, hidupnya serbe kekurangan. Kondisi' kshidupan
mercka dimanfastkan oleh pars kontestan Usw peadukungnys,
mereka mudsh dipenagruhi dengan vang dan beras.

16,

Bagaimana kuslitas SDM
anggola Panwas dari aspek

Semua anggota Panwas memiliki pengeiahuan yang memadai
tentang partal  politik dan( pemilihan umum. Tentw
tingkatanmya bervariasi sestal pendidiken dan pesgalaman
masing-masing. Penilaien “tentdng pengetahuan  dilekokean
anggota DPRD meluldi “wawancara. Anggota DPRD yang
menyeleksi anggots Panwas Filkada.

17,

Bagaimana kualitas SDM
anggota Pamwas dari aspek
komitmen thdpdemolrasi?

Semus anggota Panwas memiliki komitmen yang kuat untuk
menegakkan dessokrasi dan memiliki intcgritas pribadi yang
koat. Hal dni térbukii dari  hasil seleksi yang dilakuken
anggota DPRD melalui wawancara. Anggota Pamwss yang
lolos /seleksi nidalah yang memiliki komitmen San imtegrity
yang iebik tingei dibandingkan dengan peserta lainnya.

18.

Bagaimana gays
pengambilan keputusan
dim Panwas?

Sepiun unggots Panwss memiliki kedudukan yang sama,
Pimpinan ity lebih sebagai fasilitator saja dari keselunhan
prokes internal dan sebagai wakil organisasi secara eksternal.

19,

Bagaimana gaya
komunikasi imemal
Panwas?

Kita terbukn dalsm segala hal, knian ada persoalsn kita
bicareksn bersanm. Tidak dikenal istilgh dominasi,
semuanya dihargai. Selsin itu, karena kedidukan anggots
Panwas setara, maks tidsk ada istilah instraksi tetapi lebih
sebagai konsultasi, Tenggung jawsb organisasi jugs bersifai
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: Ketua KPU Kot Pau-Bat
+ 3 8/d 10 Mei 2009

No,

Pertanyaan

Jawaban

L

Bagaimana mekanisme
sosialisasi Pilkada?

Jadwal sosinlisasi berdasarkan Keputusan KPU Kois Bau-
Bau, Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 25 Agustus 2007, dimulai
tanggal 1 September 2007 sampai 31 Oktober 2007, Pelaksana
sosialisasi adalah KPU , PPK dan PPS. Informasi yang penulis
peroleh, kegiatan sosialisasi berjalan sesusi jadwal yang
ditetapkan.

komitmen
&alon dan kontestan g
Pitkada?

Rapat kerje KPU dengan Tim Kampanye dari ketign calon
menghasilkan  kesepakatan pilkads damai. Inti  dalam
kesepakatan tersebut sdalsh para calon wali kota dan wakil
wali keta haruy saling menghormati, pars pasangan calon dan
tim suksesnya harus tunduk dan taat kepada peraturan pilkada
dan harus menjaga ketertiban dan keamansn serts keihlasan
menerima kekalahan, Selanjuvinya para pasangén.calon dm
tim sukzes para pasangan calon harus i kebebasan
pers dalam mencidri informasi. Pard passngun-calon den tlm
suksestyn juga dilarang untuk melakvicen Sndakan jusl beli
suara dan manipulasi suara serta menesinia hasil penghitungan
suara yang dilakukan oleh KPU,

pemunguten suara?

Pemungutan suara diikuti dengon aitusias oleh warga pemilih,
TPS naropak ramai dikunjusigi pemilih. Proses penghitungan
suara di TPS yang dilakukanKFPS juga diikuti antusias oleh
warga. Tidak eda magaivh dalam penghitungan di tingkat
KPPS. Namun ketika masuk pada tahap rekapitulasi dif tingkat
kecamatan oleh PPK mulai banyak ketegangan dan banyak
yang protes. Bebompa saksi mecmding baliwa data rekapitulesi
yang dipapérkan PPK. telah mengalami pernbahan, schingga
tak mengheranksn data pembanding yang dipegang saksi
maupin pitisk Panwascam tidek sinkron. Komentar-komentar
pedas banyak bermunculan, Ads yang mengatekan PPK tidak
pintar-berhitung, ada juga ysog mencemooh bahwa PPK coba
bermein api dengan melakuican kocok ulung terhadap jumish
sizya calon tertenst

me

Pilkada dari aspek proees
pelaksanasn?

Pasangas calon yang mengajukan keberatan atas hasil
penctapan pasangan calon terpilih adalah pasangan Samsu
Umar Abdul Samiun, S.H. dan Agus Faisal Hidayai, S.Sos.
Pasangan tersebut mengadukan KPU Kota Baw-Bau ke
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggera di Kendari, Passagan
inl menduduki peringkat kedua datarn perolehan suara, tetapi
calon ysag memenangian Pilkads mengmmakan money
politics dalam tehapes kampanye sedangkan KPLJ melakulomn
manipulasi suara yang menguntungkan pasangsn calon
tertendu.

Pelantikan Walikota
terpilih dilakuken di
Jakurta, kenaps?

Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Neageri, Mardiyanto,
bertempat i Gedung Baru Iantai [ Kantor Depertemen
Dalam Negeri di Jekarts, pukul 13 WIB. Acars pelantiken
dihadid oleh 19 oreng anggota DPRD Kota Bau-Bau dan
disaksikem oleh retusan masysrakat Kote Ban-Bau. Pelantikan
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Wali Kota Bau-Bau dilakukan Menteri Dalam Negeri karens
Provinsl Sulawesi Tenggara seat tersebut tidak mempurryal
Penjabut CGubernur. Saat itu penyelenggursan pexperintah
deersh dijainrkan Pelaksans Tugas (P} Cubemur yang
dijabat Sekretaris Dacrah Provinai Sulawesi Tenggars yang
tidak punya kewenangan melantik Bupati/Welikota.

6. | Bagnimana tanggapan Pilkada Kota Bau-Bau sudah baik jika dibandingkan dengan
bapek tig adanya tekanan | Pilkada di dsersh-dacrsh lain yang umumnya diwamai
kepada pemilih dim kekerasan. Kits sudah melakesnskan tahapan Pilkada dengan
Pilkada? terahr dan sesual jadwal yang teish disepukati bersama.

Warga masyarakat secara umum dapat meneniukan pilihannya
secara bebas, Kalaupun ada berita di sorat kabar bahwa ada
tokunan-telcanan dard calon wertenty wlau dari  kontesian
tertentu, aiaupun isu money politics, ity hanys wacans saja
tanpa adn bukti yang jelas. Hasimya sudah terlihat jelas yaity
terpililmya calon yang sudeh teruji kemampuan dan

integritasnya. .

7. | Ada unjuk rasa ke KPU, Massa yang mendatangi KFU tanggal 17 September 2007
apa kaitannya dengan meminta agar KPU  segera menganulir PPS, PPK, dan
pelaksanasn Pitkada? Panwas. Pasalnya, mercka dinilei merupakan titipsni orange
orang yong haus kekussaan, Ada skenasio\yang direkayasa
oleh orang yang ingin mempertabankan tabta. Inkonsistensi
data pemilih ditengarai disebabkan sinya-pesanan salah satu
calon walikota melalui PPS dag PPK Gerta Panwas.

8. | Bagaimana tanggapan Ads indikasi yang kust bahvin Cenwes tidak proporsional
Bapak tig cakupan daiem melakuksn pemantmian dan pengawasan stas jalannya
pengawasan Panwas? s¢lurch tahapan-talispan  Pilkada dan  sélurub  kegdaten

kontestan dalam berbagni tshepan tersebut. Anggota Panwas
dinilai merupekan (ilipan orang-orang yang haus kekuasaan,
Adas skensrio yang diceksyass oleh orang yang Ingin
mempertahankan tabta! Inkonsistensi data pemilih ditengarai
disehabkas adarys pesanan salab satu calon walikota melalui
gPSdmi;‘PKumm S -
9. | Bagaimans tanggapan Kegidtan-kegistan internal KPUD  se partan
Bapsk tig kemsmpuan dicermati/cleh Panwas, meskipun tidak semuanys. Masalsh
teknis pengawasan dari pengeiolsan dan distribusi logistik tidek dipantau oleh
anggotas Panwas? Panrwas. Panwas mengikuti repat koordinasi dengan semwa
pikak terkait, termasuk dengan Kesbang dan Setpol PP,
Namun saya lihat bahws anggota Peapwas kurang proaktif
mengembangksn teknik-teknik pengawasan yang efektif
seperti inspeksi, observesl, konfirmasi, wawancara, verifikasi,
penclusuran, dan pembuktisn. Panwas cenderung bersiknp
menunggu, kalau ada laporan barulsh melakukan konfirmasi.
10. | Apakah semua pelenggaran | Banysk pelangyuran yang tidnk terdeteksi olch Punwas.
Pitkada dapat dideteksi Pelanggaran-pelanggaran pads tahap sosialisasi, penyusunan
oleh Panwas? dafter pemilih, kampanye, den penghitmgan suars pada
umumnya tidek terdeteksi oleh Panwas. Lapoesn dari
muymh‘f kxdsngknlajnaamwkmkum adanya
ungur politik, vaite hanya m;k_ mengafibican perhatian
Panwas schingga ads kegistan penting yang tidak dapat lagi
digwasi secara Isngsung.
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11

Agpakah ads pembagian
kerin intern Posrwas?

Panwas membentuk kelompok kerja. Kegistan-kegiatan
tertentu ditangeni oleh kelompok kerja tertentu, sedanghkan
kegiatan tkin ditatgani okeh kelompok kerja lain. Bissaoya
delam susin kegietan yang bersifst koordinstif seporti rapet
dmmmmolehmmgm?mm

12. | Apakah adx standar
operasional prosedur
pengawnsan Panwas?
hmmmmnmmwmmm
ke kreativitas masing-masing saja, tidak ads ketenhian asperti
yang berlakn di instansi pengawasan fungsional yaitw
13. | Adakeh pendslogasian Sepengetahuan seya tidsk ada pendelegasion kewenangan
kesenangan kepada anggota untuk membuat keputusan dalam Panwas. Kewenangan
Panwss? berada di tangan Ketua Panwas. Kalsu suggots hanys

mempurnyai tanggung jawsb sesual dengan pelimpaian tugas.

14,

Variasi pengeishuan di delem Panwas sayn kira tidek
memadai  umuk melaksanaken tugas-lugis pengawasan
Pilkads secare efektif. Anggoin Panwas memang direlout deri
wnsur Kejaksasn, Kepolisian, Peors, Akademisi, dan
masyarakat. Tentu bukan jamipan bshwa mereka memiliki
kompetensi  telnis tentang nengawasan, knisu kompetensi
umum ya boleh-boleh saja Detail teknis tugas pengawasan ftu
wﬁtt%ﬁkm@pd@gﬂzmwwm

13,

membimbing
somanamo Lipu, Yinda Yindamo Lipn somanamo Sara”

6.

Bagaimana tanggapan

kamtibmas trhdp
pelaksanash tipas Panway?

Keadasn kamitibmas di Kota Bau-Bau sebehm dan selama
penyelenggarsan  Pilkada cukup  kondusif.  Institusi
perivelenggara Pilkada maupun masyamlat secars umum
dupat” melaksanakan sktivitesnys sccars teratur tanpa nda
wWeaman.

17

Bagaimans tanggapan
Bapak itg dukungan
kondisi ekonomitrhdp
pelsksanaan togqs Panwas?

Banyak rumash tangps miskin dan wargs yang tidek memiliki
pekerjaan teiap. Kondisi kehidupan mereks dijadilon alat
kampanye dari para calon. Sebugisn dari mereke terpengarvh
olch cam-cara kampanye yang tidak wajar seperti money
politic den bagi-bagi beras.

18,

Bagaimana tanggapsn
Bapak ttg kualitas SDM
Panwas?

Dari aspek sumber daya manusia, sepengetahuan says Panwas
memiliki kuslitas yang memadsl wink melaksanakon tugas
pengawasan, namun belum maksimal. Anggots Panwas saya
lihat semusnya enesjik, pengetabuan don komitneen terhadap
masih ada kendals. Tni terfihat desi perbedsan-perbedann pols
tindakan mereks ketikn menghsdapi pelanggaran yung
dilakukan olch kontestan yang berbeda.
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19. | Bagaimana tanggapan Pengambilan keputusan internal Panwas sctahu sxys borsifit
Bapak ttg gaya kolektif, selalu ada repat lengkap untuk mengambil keputusan.
pengambiian keputusan Ketua dan anggots mempunyai tanggung jawab yang sama
dim Panwas? untuk menyukseskan Pilkads,

20. | Bagaimana tanggapan Saya lihat tidak ada batasan-batasan hirarki dalam komunikasi
Bapak ttg gaya komunikasi | internal Panwas. Anggots dapst berkomunikesi langsung
internal Panwas? dengan ketus dan sesama anggota lainnys setiap ssat.
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Informan (3) : Anggota PPK
Tanggal wawancara 1 5 o/d 17 Mel 2009
Mo, Jawsbhan
1. Semua PPS teleh men gumumkan DPS p&h ternpat-terapet

yang mudsh dijengkau masysrakat dengan bentuan pelugas
desa/ kelurahan, petugas Rukun Tetangga atsu Rukun
Warga, urtuk mendapat tanggapan masyaraket. Selanjutnya
PPS memvusun salinan daftar pemilih tetsp untuk TPS.
Berdusarkan daftar tersebut kemudian PPK  membuat
rekapitulasi  jumiah pemilih  terdaftar dalam  wilaysh
kerjanya. Keseluruhan kegistan tersebut berlangsung sesuai
Jjadwal yang telah ditetapkan olch KPU,

MMMW
&Mmmmyn?

Penundasn tohapan penyusutan daftar pemilih bersumber
dari tuntiten dan tekenan-tekansn darl massa yang tergabung
dalam Koalisi Penegsk Demokrasi. Masse mendesak agar
KPU  mengakomodir tunhran mercka mtuk menunda
jadwal Pilkada. Atas desakan tersebut Ketua KPU- segern
menghubimgi Ketua KPU Proving Sulira o Kendari.
Meialui safuran telepon, KPU diminta bessuraé ke DPRD
Kota Bau-Bau untuk menunda tahapan pelalisanaan Pilwali.

3.

Bagaimans tanggapan
ttg efektivitas sosialsiasi
Pilkada?

Sosialisasi tats cara permmgutan’ dan, penghitungan suar
serts sosiatisasi penyelenggaradn \pemifs kepada magyarakat
kurang cfektif. Pemilih ysng\mengikuti sosialisasi relatif
sedikit. Selain itu, meskipud jadwal sosialisasi tertulis 1
bulan namun KPU Aidsk\intensif melakukan sosislisasi
karena sibuk menangani kegistan Ininnya.  Akibatnys,
banyak pemilih yang, tidak paham, terutama techadap tata
cars peanmnguten suara, Hal ini depat dilibat desi jumlsh
suata tidak sal seielah penghitungan suara, vaitu sebanyak
1.504 sugra e 7,3% dari total suara.

Bagaimana tanggapan Bapak
tig kemampuan KP1J dalam
mengatur tata cara
kampanye?

KPUtidak kreahf dan proaktif dalam melakukan pengarursn
tentang |pefrasengan spanduk dan baliho para calon,
misalnyr” tata cara pemasangan ysng tidek merussk
Eéindahan dan ketertiban, atau menetapkan white area guna
perfnsangan aint peraga kampanye calon walikots dan wakil
walikota. Ada juga keluhan dari para pelakn bisnis mengenai
ketidakodilan dalam memperlakukan pajak reklame bisnis
dant reklame politik. Mestanya pemerintzh  memutuskan

m%m&m&m}ﬂwk&ﬁﬁﬁayx
dikmml, calon yang tidak rmhayw !wm &eopet alat

persga ksmpanyenys. Yang lebihk mengherankan behwa
mwm tempat merska memasang reklame komersial,
Padahal, bimyn uniuk mendapatkan lahan reklame tidsk
mursh.

penghitungan suars di TPS ads yang scmpst diwamai
kcmgandmmsdmlahm Kosus yang terjadi
terdapat  selisih  aniars  susrn  sah  dengan
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rekapitulasi perolchan suars, Dari 234 suars sah, temnyata
yang tecekapitulesi baru 233 schinggas ads satu suam yang
bejumn terhitvog. Sempat muncul usulen supsys sisa satm
suars torscbut diberikan kepada pertai yeng perolchen
suaranys terendsh. Namun muncul sejumish protes dari
saksi-saksi sgar tetap dilakukan penghihungen ulang. Melalui
proses penghitungan diulang skhimya suare yang seligib
mabamtunukmmgmmndﬂdtmﬁdakm

Bagaimana tenggapan Bapak
tig prosss pelsksanaan
Pilkada?

Pilkada Kota Bau-Bau tahutt 2007 belum terlaksona dengan
baik. Aspek-sspek proses penyelenggaraan sebagian sudsh
berjalan baik namun sebagian lainnys masih menampakian
kelemnahan-kelemahan yeng sevivs. Kita mendengar ada
tekanan-tekunan kepads pemilih secars tidek kentars berupa
bagi-bagi beras dan yang Hal ini memang tidak dapat
dibuktikan secarn formal karena sebagian masysrakat tidak
ingin bersusah-susah dengan proses hukum
sehingga mereka memilih diam saja. Pendidikan politik tidak
berjalan secars logis

Bagaimana tanggapen Bapak
g teknlk pEngasasan yi
dikembengkan oleh Panwas?

Pamwas tidak progkiif melskukan pengawasan, mereka tidak
banyak bergerak ke Iapangan melakukan pencarian bukii
mgmmy&mukaiebihbmyakmmmm
mengenai pelanggaran. Padshal, sifad umtim masysrakat di

ahﬁudekmﬂmelnpor Masymkncendmngpasxfssjn

Apakph sds pembagian
tugas Parrwas?

membentuk kelompok keda. Kalou ada aktivitas PPK yang
harus dikobrdinasikan atau dileporkas ké Panwas Masanys
langsung berhubungan dengan Pokja tertentu,

Apakah ads standar

opersional prosedur
pengawasan Panwas?

Saya pikir Panwas. tidek mempunysi pedoman standar
mengenai  pengawasan, Hal ini teriihat dari cara kevig
anggota Panwes “deiam melskuken pengawasan ¢i mana
mereka idek \mémiliki semacam format tertesdu yang

10.

Adakah desemtralisasi
keputusan dalam organisasi
Panwas?

SEragam,

Saya pikir Ketua Panwas tidak mendelegasikan kewenangan
Keyade anggotanys. Ini terlihat dari pola pengambilan
kgpitusan Panwas yang selalu bersifat kolektif melalui rapat.
Anggota yang menemidtan susty pelenggaran di Iapangan
biasanys melaporkan lebih dabulu kepada ketua barulah
diadakan rapat.

1.

Bagaimana tanggapart Bapak
tig kondisi sosial budays

pengawasan Pilkada?

Kondisi sosial budays masyarakaf says fihat banyak segi
positiftyn yang dapat mendukung jalannys pengawasan
Pilkada. Masyarakat pada urnumnys mempunyni rasa hormat
dan loyal kepada pemerintah. Tetapi ads jugn segi negatifya
yang Jika dimantamion dleh oknum yang ddnk beranggung
jmmwammm}:hmyumm
Pilksda Segl negaiif ini misalnya keengganan wntuk
melaporkan pelanggaran karens menganggsp hal itu dspat
merusak rmag persandarasn

12.

Kmmmfmmdwm
mmmmmmmmw
jalanoya Pilkeds, akiivites masyarakst jugs teratur.

beberapa geraksn massa yang dilakukan oleh kelompok
tertentu namun tidak berpengaruh terhadap jalannya Pilkads.
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13.

Dari aspek keschatan, komitmen dan integritss, says lihat
sernua anggoia Panwas cukup baik. Kecuali dari aspek
pengetahusn, says lmmmﬁ:ﬁéﬁm
dengam  tugas-tugas pengewasan,  Persyaraten
mmmmu&zmmm
menjadi  anggota Panmwns  Pilkeds, perfu  diiambeh
persyaratan lain seperti pengalaman kerja yang relevan,

14. | Bagaimana tanggspan Bapak | Gays pengambilan keputusan Panwas saya lihat relatif
ttg gaya keputusan dim terbuka dan demokratis. Yang tandatangani keputusan
Panwas? memang Ketus, tetapl pengambilan keputusannya selalu

melibatkan anggota schurubinys.

15. | Bagaimana tanggapan Bapak | Gaya konnumikasi internal Panwas says lihat Sangat terbuka.
ttg gaya komunikasi dim Di antars anggois dongan ketus tidak ade batasan untuk
Panwas? berkomunikasi. Bahkan dengan masyarakatpun terbuka lebar

jalur komunikasi,
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Informan (4) : Pemantau Independen Pitkada
Tanggal wawancam : 5 /d 17 Mei 2009

No. Pertanyaan Jawaban

1. Wm memmwmpuﬁﬁhnmﬂu dari
ttg pendidikan politik dim | adanya keoenderungan perilaku masyarakat yang
kampanye Pilkada? melakukan kmmpanye negatif serts merusak baleho kontestan

At calon tortentu.

2. | Apakah Bapak melihst Ada partai polittk pengusung pasangan calon yang datang
adanya ketertiban dim tahap | mendaflarkan calonnys ke KPU dengan membawa magsa
pencalonan Pilkada? yang cukup bemysk dan menggunakan iringan kendarasn

yang tidak terkontrol sehingge menghambat genk
masyarakst pengguna jalmrgy&ymg lainnya,

3. | Apaksh Bapak melihat Kegistan pengadasn dan distribusi logistik baru berjalan

efektif setelah mendekati batas skhir waktu  yang
Afiadwalkan, Pencetakan Surbt Suarh teridimbit disslesaikan,
distribusinys ke TPS teriambat dilaksanakan, schingea sortir
dan pelipatan suret suars disslesaikan secara fetburu-bury 1
hari sebelum hari pemungutan suara

KPU tidak mampu melakukan pengaturan terhadap tahapan
mhlﬁﬁi;mgmmmmn
kampanye, cara kampanye yang dilarang, dan sanksi
terhadap pelanggaran kampafye.-Mekimisme aturan wakiu
kampanye sesungguhnys lanya menjadi aturan yang sis-sia,
dibuat urtuk dilanggarddedlirya, kampanye adalah aktivitas
pendulamgnys kepada public. Yang nampek adaluh
persaingan tidak schat dalam bentuk marsknya statement dan
kniimat spandulcatan baleho yang bersifut provokstif, Lebih
kampanye hitem, melahivkan kesemrawutan dan merussk
tata linghungan.

Apakah Bapak melihat
adanya pendidikan politik
yang cerdas dalam tahap

<alisasi dan & vo
Pilkada?

Kiumgupr%n,mmkmmyememmm;uﬁl
kesejahtersan, pendidikan gratis, anti penggusuran, dan
aneia janji gombal lainays. Padahal di belakang hari ketika
niercka telsh terpifih menjadi Kepala Dacrah, mereka seakan
linghing aken janji-janji mereka. Tak jarang puls mereka
menggunakan  ksta-kats  “sumpah” serta janfi  umtuk
mewujudken program merekn ketiks nanti terpilih menjadi
pejebat. Padahal, fakts di lapangan ketika mercka teleh
terpilib, tomynta sumpah mereka termyata hanys lip service
beluka. Alhasil, rekyat ysng ch pun pada skhirnys
memberikan sumpsh serepah atas janji-janji yang mercka
ingkari. Ini tentu tidek akan &rjadi kalau pihak KPU selaku

penyelenggaras lebih krentif dan proaktif. KPU mestinya
lebih awal memikirkan bsgaimana mekanisme untuk
memperiuat kontrak politik yang  jeias antara hak,
kewajiban, hinggs sanksinys jikn merekn ingioar. Hal itn biss
menjadi sebuah kootrak hukum yang sifatnys mengikst,
sehinggs ketilea panti calon yang bezjanii itu menang dajlam
Pilkada dan kinerjanya tidak sesuai dengan jaji-jenji ketikn
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kampanye, maka kita dapat menmmtutnys secara sah karena
kita mempunysi landesan legsl formal.

Bagaimana tanggapan Bapak
tg mater} soalatlsast
Pilkada?

Tehapen soyinlisssi den percdidilen pemilu mestinys difst
jugs dengan materi bagaimana warga masyarakst tidak
termakan olch jebakan-lebaken manis yang dicbeal oleh para
politikus-politikus busuk yang ternyata berbuah kebohongan
di belakangnys. Pendidlkan politik mestinya berisi pesan
Mmmwmmidmmh

ssmpai  politikus-politikng  busuk
Mwm dari  harapan rakyst yang
kesejhtersom  dengan  umbaran  janji-janil
ng_m

Bagairpana peniiaian Bapak
ttg keberhnsilan Pillada dani
aspek proses pelaksanasn?

Penyelenggerian Pilksds Xota Hau-Bea tahun 2007 kalaa kits nilsi
secara kesehuruhan belum berwasil, Wargs masyarakst bewsh tidak
dicerdagkan pemikirannya schingga dapat mencntvken pilihen
berdaserkan kapabilitas calon. Scbalilmys warga masyarakat bawsh
dipengaruhi melalni proseysproses yang tidak fair melalui vang dan
beras. Memang tidak ada sedoman, tetapi di bawsh kondisi ekonomi
masyarakei yang pade omumys tesbatas mercka lehib cenderong
berpikir pragmatis saje ysitu mencrima uang dan lxves. Ade
ape yng diberikan schwrang karens siapepim yeg tepifih jufi
pemivipin keadamn kits ttep begini-begind jugs, Saye kim proses-
proses yung negetif ini diketabul _oich ‘coln dan kontestan
pengusungnys. Schingga dari sisi hesil, s dupat juga menyateken
bahwe pemimpin yang terpilih’ bukeniah yang responsif den
memiliki kompetensi,

8

Apﬂmh Panwas mampu
pengawasan Pilkada?

Bvbanpakegxmdalmmhappmml’iﬂmdamhk
diawasi oleh Panwas, Keégistan-kegiotan  inl  telah
berlangsung  sebelum  térbentuknys Panwas, Kegiatan
dimaksud adalali_pembéntukan PPK, PPS dan petugas
Pemilu; sofialishsi tatn care pemungutan dan penghitungen
suara; sosialisasi dan informasi penyelenggaraan pemilu.

Teknik pengawasan apa
yung digunakan oleh
Panwas?

Panyis_lebik banyak terlihat mengikuti repat koordinasi;
tidak-terdihat di lapengan melakukan pencarian fakta secara
tuniias. Pelanggaren itu ken terjadinya di lapangan, bukan di
ruang repat koordinasi. Yang banyak melihat pelanggaran fin
ninsyarakst, tetapi Panwas tidak banyak menggall informasi
meskipan  melihat  adanys  pelanggiren, yang  aktif
melaporkan peianggaran i hanys kontestsn lawmn. Yang
lebih mempwihativkan, kalau yang dilaporkan itu adalsh

yang dilakokan olch kentestan yang mengusung
calon incumbent, Panwas lambat bergerak.

10,

Adakah pembagian {ugas
intemnal Panwas?

Ada pemnbegien tugas dalam Panwas, namun bersifat
kelompok. Jadi tugss vommm Panwes dibegi-begi menjadi
tugas kdﬂumk,lmiapkebmok membidangi tugas tertentu

1L

Adakah standar operasional

prosedur pengawasan dalam
Parrwas?

progedur m standar untuk pengawasan,
Yang ads hanys perincian butie-butic kewajiben yaita dalan
Peraturan mmmeNms
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pertimbangannya terhadep scsuatu permasalahan schingga
rekomendasinya jugs bisa berbeds.”

12,

Adaksh desentralisasi
keputusan dim Pamwas?

Suya lihst dalam Panwas tdek ada  desentralisad
kewenangen, Ketunnya yang mengetuk palu kalau ada rapet
pembustsr keputusan. Tetapi memeang selalu diusabaken
agar selurah anggots Panwss mengikuti repst pengambilan
keputusan, dan kalen ada pendapainyn atan pertimbangannya
di daiam rapat itulsh disuarakan,

13.

Apakah Panwas memiliki
variasi pengetahuan telnis
yang sesuai dgn bidang
tugnsnya?

Anggots Punway terdiri dari berbagal unsur yaitu Kejaksaan,
Kepolisian, Pers, Akademisi, dan masyarsket. Jadi, secarn
umum ierdapat vaziasl pengetshuan yang dapat membanto
Parrwas dalam mengefektifion tugas pengawasan Pilkada.
Namun hal itu saje tidak cukuy, diperlukan ketorampsilan-
keterampiian teknis pengawasan,

14,

Bagaimana tanggapan Bapuk
ttg dukungan kondisi sosial
budsya trhdp pengawasan
Pilkada?

Masyarnkat Kots Bag-Ban secars omum  mempunysi
kepercayaan yang tinggi kepada kearifan pemimpinnys. Ada
nilai sosial budays yang disnut masyarakat yang masih
uwngasa:smpoimuﬁy&&?uﬂu‘f’m&mohw

pemerintshan. Nannm, kebanyakan ‘dukungan ini bersifat
pasif saja, ada semacam budsya pasif di mena masyarakat
lebih banyak dism ketimbang niengomentari kebijakan-
kebijakan pemerintahan.

15.

Bagaimana tanggapen Bapak

kamntibmas techadap
pengawasan Pilkada?

Keadasn kamtibmas dif Kote Bau-Bau selama masa
persiapars  dan  pelakSensan’ Pilkada sangat kondusif.
Alktivitas pars kontestan dan pendukungnya tidak mengalami
hambatan. Hal i karena i aparat keamanan den
jugn karena kesadiran masyarakat yang relatif tinggi.

16.

Bagaimana tanggapan Bapak
t%gdukuftm kondisi

terhadup pengawasan
Pilknda?

Bmyakrmmhmwmmdmp&mgamfm&iw
yang karena | kemiskinannys mudah terjebak dalam
perangkiap pard pendukung kontestan. Sebagian dari mereka
metientukan” pilihannya berdaserkan jumleh uang yang
diperolen atau jumlah berss yang diterima. Mereka tidak
nienggunakan kecerdasannya untuk berpikir jangks panjang
karena yang terpenting dari mereka adalah apa yang nyats
pada bari ini.

18.

Bagaimana tanggapan Bapak
tig kualitas SDM Panieay?

Kondisi kesehatan dan komitmen anggota Panwas saya lhat

sudsh memadai untuk melsksanakan tugas pengawasan

Pilkada. Namun dari aspek pengetahvan dan integritas says

fibat banysk kelemahan, Teknis pengawasan tidak diknasal,

schagian dari merckn juga tidsk oetral dalam menyikapi
Pilkads.

19.

Cays pengambilan kepufusan Panwas terbuka  den
demokratis, mengutamakan musyawarsh dan muofakat,

Konnmikasl intemal Panwas maupun antars Peowas dengan
pihak lain sangat terbuka. Tidak ads kendals hirerki dalam
menghubungi Ketus maupun anggots Panwas.
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Ringkasan Mekanisme Tahapan Pilkada
Berdasarksn Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
Persturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; dan
Peraturan Menteri Delam Negerd Nomor 9 Tahun 2005,

Perstapan PemBikan
Persiapan pemilthan kopala daersh, dan jadwal kegiatannyn mencakup hal-hal sebagai

#: Pomberituhuan DPRD kepads Kepala Davrah mengenal berakhimyn masa jabatan, dilekukan
secars tertulis S (lima) bulan sebelum berakhimys masa jabatan Kepals Daeraly;

b. Pemberitabuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhimys mass jabstan Kepala Daersh,
dilakukan secara tertulis 3 (Jima) bulan sebelum berakhimya masa jabatan Kepala Daerah;

¢. Pembentukan Panitia Fengawns, telah diputuskan DPRD paling lambat 21 {dua puluh sam)
hari sejak dizampailonnys pemberitshoan sebageimans dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b.

d: Keputusan DPRD sebagaimana dimaeksud pada huruf (c) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sejak dipuotuskan sudsh disampaikan kepada KPUTY dan Kepala Dnersh.

¢. Kepala Dwaersh memysmpaikan laporan penyelenggarasn pemerintshan| daérah” kepada
Pemerintak dan menyampaikan lsporan keterangan pertanggung-jawaban Kepala Daerah
kepada DPRD paling Jambat 30 (tiga paiuh) hari setelah pemberitahuan DFRD,

f. Penetepan iata cara den jadwal wakiu tahapan pelaksanaan pensdiilhan-ditetaphan dengan
Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerh selambat-lambatroyn 14
{empwt belas) hari setelah pemberitahuan DPRD.

{2} Persyarstan untok menjadi anggota PFK, PPS, dan XPPS

&

Synrat untuk menjadi anggota PPK, PPS; dan KPPS, yaitu:

{a) Warga Negara Republik Indonesia;

(b) Berumur sekurang-kmrangrya 17 (tujuk belas) tabnn;
() Berdomdsili di wilayah kexia PPK, PPS, dan KPPS;
() Terdafiar schagai pemiiib; dan

(e) Tidak menjadi penguras Partai Politils

Penctapan Pemilih

Penctapan pemilih bwencakup beberspa sub kegiaten, antara lain penywsunan dafiar
pemilih, pexnutakhvican, dair valldasl, penyusunan pemilih tambahan, penyusunan daftar pemilih
sementara, pengumuman daftar pemilih sementara umuk mendapat tanggepan masysrakat,
disahkan dan diumumien menjadi dafiar pomilih tetap olet PPS, pembuastan rekapitulasi jumiah
pemilih terdafar dalam wilayah kerja PPK, dan penyampaian dafter pemdlih tetap oleh PPK
kepada KPUD, dan penukaran dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh
PPS. Kegistan-kegiatan ini krusial kerens menentukan apakah sescorang dapat menggunakan hak
memilih dalam pemilihan atau tidak.

Studi Evaluasi Kinerja Pamwas {Lampiran)
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(4) Pendaftaran dan Pencispan Pasangan Calon

Kegiatan-kegintan pokok yang termssuk dalom tahapsn ini adalah peserta pemilihan,
memmdiﬁmmmmwm&mwmmm
on,

(5} Pemungutan dan Penghitangan Sunrm

Kegintan-kegiatan pokok yang termasuk dalam tahapan ini scrta jadwainya antara lsin

a. Pemungutan suara pemilihan disclenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebehimn masn
jabatan Kepala Dacrah berakhir,

b. Pelaksannan pemungutan suare dimatai pukad 07.00 dan berskddr pukul 13.00 waktu setempat,

¢ Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sesuai ketentuan perundang-undangan.

d. Pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan
pendistribusian surat suars ke wmpat nijuan dhtetapkan dengan Keputusan KPUD.

e. Tata cars dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan Keputusan
KPUD dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan psayampaian
surat suara,

f. Pelaksanaan penghitungan susra dimulsi pada pukal 13.00 wakiu setempat sadnpal selesai,

2. Segera seielsh selesai penghitngan suara di TPS, KPPS mernbuat berita scnrd den sertifikat
hasil penghitungan suars.

h. KPPS memberikan salinasn Berita Acara dan sertifikat hasil penghiturigan sitara kepada masing-
masing saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1{setu) eksempiar sertifikat hasil
penghifungan suara di tempat umums,

i. Setelah menerima berita scara dan sertifikai hasil penghitiingain suars; PPK membuat berita
acara pencrimaan dan melakukan rekapitulasi jurnlah sbara umuk tingkat kecamatan.

j. Setelsh menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPUD kabupaten/kota
membuat berita acars. penerimaan dan melakuknni rekapitulasi jumlsh suara vntuk tingkat

kabupaten/kota,

k. Setelah membuat berita scara dan rekapitulasi hasf! penghitungan suara, sclambat-iambamys 1
{satu) hari dipntuskan dalsm pleno KPUD kahupaten/ kota nntuk menetapkan pasangan calon
terpilih,

(6) Penetapan Calon Terpillh, Penposabsn Pengangkatan dan Pelantikan

Ketentuun penting vang teskait dengan tahapan kelima ini antara Inin sebagui berikut:
(8) Pasangan calon yang memperolch suam lebih dari 50 % (lima pulub persen) jumiah suara sah
ditetapkan sebagal pasangan calon terpilih.
(b} Apabils ketentuan tersebut tidak terpenubi, pasangan calon Kepals Daerah dan Wakil Kepals
Mmmiﬁmmmm&mmﬁmmjkigmhhmm

mencapai 25 % (dus puluh lima persen) dari jumiah suara sah, dilakukan pemiliben putscsn
kestua yang diikuti olch pemenang pertama don pemenang kedus,

(d) Hasil pemililan pasangsn calon Kepalas Duerah dan Wakil Kepala Dacrah ditetapkan dengan
Keputusen DPRD dan selanjutnys diusulken kepads Menteri Dalum Negeri melaiui Gubemur
untuk disahkan dan selanjutmys dilantik menjadi Kepala Dacrah/Wakit Kepala Daeesh.

{¢) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud di atas, Menteri Dalam Negeri atas
nama Presiden mengesahkan pengmngkstan pasangan calon Walikote/Wakil Walikota
selambut-lambamys dals wakta 30 (tigs puluh) hari.
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(7} Paswas Plikada

Estantuan teknis mengenai Penwas Pilkeds distur dalsm Persturan Pemerintal: Nomor 6
Tahun 2005, pads pasal 105 sampai dengan 122, Panwea bertanggung jawsb kepada dan dibentuk
cleh DPRD, dengan Keputusan Pimpinan DPRD. Panwas merupskan panitis ad hoc, dibentuk
paling lambat 21 (dua puluh sew) hari sejak disampaikannyn pemberitahuan mengenai
berakhimys masa jabatan kepala deersh olch DFRD, dan berakhir 30 (tiga puluh) harl setelab
pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah.

Anggota Panwas pemilihan Walikota/'Wakil Walikots, untuk panitia pengawas
kebupaten/kota schanyak 5 (lima) orang yang terdini dari unmr Kepolisian, Kejaksasan, Pergurussn
Tinggi, Pers dan Tokoh Mnsyarskat yang dimintakan oleh DPRD kabupaten/kota. Panitia
pengawas kecamatan sebamyak 3 (tiga) orang yang dapat terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan,
Perpuruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyaraket yang diusulkan oleh penitis pengawas

otn, Dalam hal tidek terdspat smsur-msur dimaksod, Panwas kabupater/kota dan
kecamatan dapat diisi oleh unsur yang Jalanya.

Ketentuan mengensi sysmt-sysrat keanggotaan Pawas Pilwali, schagaimana diatur pada
pasal 107 Pereturan Pemerintsh Nomor 6 Tahun 2005, sebagai beriloat:
8. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerinialy;
b, Berhak memilih dan dipilih;
¢. Berusia selourang-kurangnya 30 tahun;
d. Memiliki komitmen kuat untuk penegakan demrokrasi;
& Memilild integritas pribadi yang koat, jujur dan adil;
me:h‘hpandmwsimjmmmgmmhﬁhpmlemdm
kemampuan kepernimpinan; dan
g Tidak pemnah dibukum penfara karens suatu putusan pidega.

Tugas dan wewenang Panwas Pilwali, schagaimans distur pada pesal 10§ Peraturan
Pemerintsh Nomor 6 Tahun 2005, sebagai berilu:
Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemiithes;
Menerima Iaporan pelanggaran persturan perundang-undangan;
Menyelesaikan sengketa vang timbul dalem pepyelenggaraan pemilihan;
Meneruskan temuan dan laporan(yang “tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang
berwenang; dan
¢. Mengatur hubungan koordinasi antar punitia pengawas pada semua tingkatan,

Kewajiban Panwas Pilwaliy/ sebagaimans distur pads pasal 108 Persturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2003, sebagai herikat:
a, Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setars;
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secare aktif;
¢. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pibak yang berwenang;
d. Menyampaikan lagoran kepads DPRD atas pelaksansan tugas pada akhir masa tugas.
e. Uraian tugay dan hubungan kesja antarw panitia pengawss kabupsten/kota dan panitia

pengawas kecamaian diatur oleh panitis peogewss kabupatesvkota,

Tmmmmmd&?mmmmmm 110 dan passl
111 Peraturan Pemerintah Nomeor 6 Tahun 2005,
& Mmmmmwmmm&mmmmmm
oleh masyarakat, pemartau pemiliban, maupun pasangan calon dan/aten tim kempeanye,
b. Laporan sebagaimans dimaksud pada ayst (1), disampaikan secara lisantertulis yang berisi:
nama dan alsmat pelapor; waktu dan tempat kejadian perkara; nama dan siamat pelanggar;
nama dan alamat saksi-saksi; dan ursian kejadian.

poep
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¢. Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada panitia pengawas
pemilihan sesnai wilayah kerjanya selambat-lambatmys 7 (tjuh) hari sejak terjadinya

Panitin pengawas pemiliben mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

Panitia pagavns pomilihen memstuskan untuk menindakisnjuti atsu tidak menindaklanjuti
{aporan, selambat-lambatrya 7 (tujub} hari setelah laporan diterima.

f. Dalsm hal panitia pengawas pemilthan memerkican ketersngan tambahan deri pelapor umuk
melengkapl laporan putusan, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan
diterima.

g Dualans hal laporan yang bersifet sengketa dan tidak mengandung unsur pidans, diselesaikan

o A

oleh panitia pengswas pemilihen. )
i. Panitia pengawas pemilihan memanisy perksmnbangan kesus yang diteruskannys kepada
Kepolislan Dasrah
i Lapmmgmmswyidmmgtﬁahmmi&mmmmg
telzh mempunysi kekustan hukum tetap, vang berakibei, calon terpilih tidak memenubi

persyaratan, ditindskianjuti dengsn pembatalan pasangen calon olsh DPRD.

Tuta cara penyelesaian sengketa oleh Panwas, schagaimana distur pada pitsal 112 Peraturan

Pernerintah Nomor & Tahun 2003, sebagai berikut:

a. Panitia pengawas pemilihan menyelessiknn sengketa, dilakukan ‘\melalui  tahapan:
mempertemukan pihak-pihnk yang bersengkete melakukan musyawsral untuk mencapai
kesepakatan; dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebast, pengtwss pemilihan membuat
keputusan; keputusan tersebut berzifut final dan mengiknas,

b, Penyelesaian sengketa, paling tambat 14 (empat belas) hari Sejak pihake-pihak yang bersengieta
dipertemukan.
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Tabel 4.1 Persepsi Responden Terhadep Keberhasilan Pilkads Kota Bau-Bau
Tahun 2007 dilihat dari Aspek Proses.

Nomor Responden

Nilal per Unuur Pestlalan

Kebebasan warga

Pendidikan politik

Tdk ada money politic

BIRIRBI8|=|Salaa =] S]e o aefual alwitf~

24
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Total Nilai

169

108

ot
ta
(78

Niiai Ratal per
Unsur

2.64

1.69

239

Rata2 Tertimbang
per Unsur

0.88

0.56

.30

Nilai Rota? Proses
Frlkada

088+ 0364 0.80= 224

Sumnbser data: Hasil olahan kuesioner, Mei 2009,
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Tahun 2007 dilihat dari Aspek Hasil.
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Total Nilad

151

114

179

Nilai Rata2 per
Unsur

2.36

1.78

280

Rata? Tertimbang
per Unsur

0.79

0.59

493

Nilai Rata2 Hasil
Pilkain

087 +059+095= 240

Sumber data: Hasil olahan kuesioner, Mei 2009,
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Tabel 4.3 Persepsi Responden Terhadap Kinetrja Panwas Pilkads Kota Ban-Ban
Tahun 2007.

Cakupan tugas Kesesuaian teknis

NG | o A G B ] e e f e
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Total Nilal

113
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Nilai Raa? per
Unsur

Ln

g
i
v

1.3%

Rata2 Tertimbang
per Unsur

0.59

0.52

Nilai Raga2
Kinerja Panwas

059+ 0,32 + 0,46 =437

Sumber data: Hasil olahan kuesioner, Mei 2009,
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Bau-Bau Tahun 2007.

Tabel 44 Persepsi Responden Terhadap Karakteristik Organisasi Pilkada Kota

Variasi Peagahn
3

Nilai per Unsur Penilaisn

3

Pembagian Tgs | Stndrss Perilaku | Diesentralisasi
1

Nomor Responden

10
11
12
13
14
13
16
17
i8
19
20
21
25
26
27
28
26
30
3
32
33
35
36
37
38
39
41
42
43
45
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&4
Total Nilal
Nilai Raial per
Unsur
Raxta2 Tertimbang
per
Nilai Rata2
Karaktersistik 0,68 + 0,42 + 0,384 0,60 = 2,08
Organisasi

Sumber data: Hasil olahan kuesioner, Mei 2009,
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Tabel 4.5 Persepsi Responden Terhadap Kondisi Lingkungan di Kota Bau-Bau.

Nomor Responden Nilai per Unsur Penllaian
Jaminan Kamtibens

g 1¥-1 LR ORI E Y LT B O PR P

-
—

ey
b

—
(¥ 3

i
L

i
™

oo
~

P
o

"
L2

e
=]

B M N oS

28

b EA T

32
33
34
35

37
38
39

41
42
43

45

o
¥ ]
Mnnmmmnwwn-mwwmmunwwwwuuwwwmwwwwwwwumwwww»wwuuuimg

IN'—NNMmu&hﬁww--l--n-tHMNNHMMMNM-MNMw!Q—H-Nwwwwmm-—-wwﬂmwwgi

47

Studi Evaluast Kinerja Parwas (Lampiran}

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



11891115 paf

3|85

51

52

33

st £ o | oot § T E 00 | N

z

[y

55

57

58

59

60

61

62

63

|l i ibalites PRI o Gl b fd [ N [ W a4

64

Total Nilai

161

179

«-- ,
sp.‘uumwus—-mw

Nilai Rata? per
Unsur

252

280

159

Rara2 Tertimbang

per Lnsur

0.834

0.53

053

Nilai Rata2
Kondisi
Lingkungan

0.84 + 0,93 + 0,53 » 2,30

Sumber data: Hasil olahan kuesioner, Mei 2009
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Persepsi Responden Terhadap Karakteristik SDM Panwas Pilkade Kota

Bau-Bau Tahun 2007.

Tabel 4.6

=

Komitmean
3

Nilal per Unsur Penilaian

Kesehatan Pengetahuan
3

Nomor Responden

10
11
12
13
14
[&]
16
17
18
19
21
22
26
3
3l
32
33
33
36
37
38
39
41
43
45
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i
8
)
50
5
52
53
54
3
56
57
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39
60
3
62
3)
64
Total Nilal 7
Nijal Rata2 per 238 1
U
Rata2 Tertimbang 0.67 0.56 0.59
per Unsur
Nilai Rata?
Karakterst SDM

Sumber data; Hasil olahan kuesioner, Mei 2009.
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0,67 + 0,56 + 0,59 +0,48 =230
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Tabei4.7 Persepsi Responden Terhadsp Karakteristik Manajemen Panwas Pifkads

Kota Bau-Bau Tahun 2007,

Nilad per Unmur Penilalan

MNomor Responden
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Total Nilai
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Nilai Razal per Unsur

N
3

&
g

Rata2 Tertimbang per
Unsur

1.38

=
8

Nilgi Rata2 Karakierst
Mangjemen

1,38 + 1 42 =2,80

Sumber data: Hasif olahan kuesioner, Mei 2009,
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Lampiran 5.
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden
Nomor | Karakteristik | Karakteristik | Karakteristik Gaya Kinerja
Responden | Organisasi | Lingkungan SDM Manajemen | Panwas
1 9 8 12 4 7
2 6 5 9 6 3
3 10 8 12 4 7
4 6 5 10 6 4
5 10 7 12 6 7
5 10 8 12 6 8
7 6 5 10 4 3
8 6 6 10 6 3
9 6 [ 9 6 3
10 10 8 10 6 1
11 10 8 10 4 7
12 10 8 10 6 7
13 7 7 8 & 4
14 10 8 12 & 6
15 9 7 12 & 7
16 10 8 12 6 7
17 8 7 9 6 3
18 11 8 1Z 6 8
19 i1 9 12 6 6
20 11 8 10 6 6
21 10 8 12 6 8
22 8 7 11 6 6
23 6 7 10 6 4
24 11 & 12 6 5
25 10 8 12 6 6
26 6 7 10 4 4
27 10 8 12 6 6
28 9 7 12 6 5
29 8 ] 10 6 &
30 10 8 12 6 5
31 8 6 11 6 4
32 10 8 12 6 6
33 6 6 10 4 4
34 10 7 12 6 6
35 7 6 11 6 6
36 9 7 12 6 5
Seudi Evaluasi Kineria Panwas (Lampiran)
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SAVE OUTFILE='D:\WAKATOBI\JAHAR\PROPOSAL TESIS DJAHAR\data final jahar :$§$4115.pdf
/COMPRESSED.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF QUTS R ANOVA CHANGE
FCRITERIA=PIN(.O5} POUT{.1l0)
JNOORIGIN
/DEPENDENT Kinerja_ Panw
/METHOD=ENTER K_Organisasi K_Lingkungan K 8SDM K Manajemen .

Regression

[DataSet0] D:\WAKATOBI\JAHAR\FROPOSAL TESIS DJAHAR\data final ijabhar.sav

Descriptive Statistics
Mean Sid. Deviation N
Kineda,_Panw 633 1.839 38
¥_Organisasi 8.72 1.783 36
K_Lingkungan 522 561 38
K _SDM 11.25 937 38
| K _Manajemen 567 756 38
Corratations
Kineria P, K O "
i anw rganiedsi, | Lingkungan |

"Pearson Correlation  Kinena_Panmw 1.000 542 659

K_Organisasi 542 1,000 576

K_Lingkungan B59 576 1.000

K_SDM 874 564 464

K _Manajemen @& 226 298

Sig. {14ailed) Kinerja_Panw \ 000 000

K_Organisasi 000 . 000

¥_Lingkungan 000 000 .

K_SDM 000 000 002

K_Manajemen 051 092 D39

N Kineria _Pams a8 38 36

K_Organizasi k] 38 38

K_Ling¥ungan 38 38 k]

K_8SDM a8 38 ]

K=Mamjeam 38 38 8
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Correlations
SOM Mﬁ"_
Fearson Comelation  Kinefa_Peimw 874 277
K_Organisasi 884 226
K_Lingkungan 484 208
K_SDM 1.000 262
K_Manajemen 282 1.000
Sig. {1-taliad) Kineria_Panw 000 061
K_Organisas| 000 092
K_Lingkungari 002 039
K_SDM . .048
K _Manajemen 048 .
N Kinerja_Panw 38 an
K_Organisasi 38 36
K_Lingkungan 38 38
K_SDM s as
K_Manajemen 38 38
Variebles Entered/Removed®
Variables Variables
Model | Entered | Removed | Method
1
vl I
K— (]
Lingk
n K
&. All requested variables entered
b. Dependent Variable: Kinerja_Parw
dodei Summary
Adrsted R | Std. Error of
Model R Square Square the Esfirnate
i 225 016 A75
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Model Summary
Change Statistics
R Square |
Model | Change | FChangs |  dff a2 __| Sig F Change |
11 825 $6.261 4 31 000

&. Predictors: (M K_Manajemen, K_Organisasi, K_Lingkungan, K_éDH

ANOVAP
il of Mean % F Sig
Modeil R
1 W $8.908 4 21.7 . 98.281 . .
Residual 7.004 3 228
Total 84.000 35

& Predictors: {Constant), K_Mm. K_Organisas), K_Lingkungan, K_SDM
b. Dependent Variable: Kinerja_Panw
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Unstandardized Standardized
Coefficients Coafficients
Model B Std. Error Beta | A Sig.

1 (Constant) 8,448 1.483 4.347 000
K_Organisasi 561 008 A0 5732 000
K_Lingkungan 511 AT L1584 2.683 008
K_SDM A52 474 258 2.508 014
K_Manajemen 23 114 011 204 840

a. Dependent Variable: Kinesja_Panw
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Lampiran 5.

PETA ADMINISTRATIF KOTA BAU-BAU

Kab. Butén
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